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ABSTRAK 
 
       Dalam Hukum Pidana Islam, seorang saksi yang dimintai keterangannya 
harus memenuhi kriteria saksi, diantaranya adil, berakal dan dewasa. Kriteria 
tersebut merupakan kriteria yang telah disepakati oleh ahli fiqih sebagai seorang 
saksi yang dapat didengar keterangannya. Meski demikian, terdapat perbedaan 
pendapat diantara ulama mengenai kriteria saksi. Oleh karena itu, penulis tertarik 
untuk menganalisis pendapat Imam Malik dengan rumusan masalah : 1) 
Bagaimana pendapat Imam Malik tentang kesaksian anak-anak dalam perkara 
pidana? dan 2) Bagaimana istinbath hukum Imam Malik tentang kesaksian anak-
anak dalam perkara pidana? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat 
Imam Malik tentang kesaksian anak-anak dalam perkara pidana, dan untuk 
mengetahui istinbath hukumnya.  
       Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dimana 
data yang digunakan diperoleh dari sumber utama (primer) yaitu kitab Al-
Muwatta‟ dan sumber data pelengkap (sekunder) yaitu Rohmah al-Ummah fi 
Ikhtilaf al-A‟immah dan buku-buku yang terkait.  
       Metode penelitian yang digunakan adalah metode dekriptif kualitatif, dengan 
pendekatan sosio-historis yang digunakan untuk pelacakan dan menganalisis 
terhadap istinbath hukum Imam Malik dalam membolehkan anak-anak menjadi 
saksi dalam perkara pidana. 
       Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Imam Malik berbeda dengan 
pendapat jumhur fuqaha‟ yang menolak kesaksian anak-anak, karena telah 
menjadi ijma‟ bahwa diantara syarat seorang saksi adalah adil, dan diantara syarat 
adil adalah dewasa. Dalam kesaksian anak-anak, Imam Malik mensyaratkan agar 
mereka tidak terpisah-pisah supaya mereka tidak merasa takut. 2) Imam Malik 
berpedoman pada perbuatan para sahabat dan fuqaha‟ Madinah. Ini dikarenakan 
Madinah adalah kota sebagai tempat hijrah Nabi Muhammad saw. dan disanalah 
al-Qur‟an diturunkan dan diamalkan beserta para sahabat-sahabatnya, sehingga 
Imam Malik lebih mengutamakan amalan penduduk Madinah. Mereka 
menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiayaan sebagian mereka kepada 
sebagian yang lain. Hal itu disebabkan orang-orang dewasa tidak hadir bersama 
anak-anak dalam permainan mereka. Maka seandainya kesaksian anak-anak tidak 
diterima, tentulah hak-hak akan hilang dan diabaikan, padahal dimungkinkan 
dugaan yang kuat atau kepastian atas kebenaran mereka.  
 
 
Kata kunci : saksi, anak-anak, Imam Malik 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Menjadi saksi adalah sebagai pengantar terwujudnya kesaksian. 
Terwujudnya kesaksian akan sebagai pengantar adanya vonis hukum yang 
bertendensi kepadanya, dan vonis hukum akan sebagai pengantar 
berhasilnya kemaslahatan hukum yang valid, serta menolak mafsadat 
penyelewengan hukum.
1
 
Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, 
dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau 
keadaan yang dilihat, dengar atau yang dia alami sendiri, sebagai bukti 
terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.2 
Seorang saksi harus memenuhi kriteria berakal dan dewasa, hal ini 
dikarenakan orang yang gila atau yang akalnya terganggu tidak dapat 
diterima kesaksiannya sebab mereka tidak akan mampu memberikan 
keterangan secara baik dan kebenarannya juga diragukan. Demikian pula 
dengan anak-anak yang masih di bawah umur, mereka tidak bisa didengar 
kesaksiannya, sebab mereka dalam memberi keterangan sangat mudah 
dipengaruhi dengan tekanan-tekanan, dan terkadang juga tidak ditemukan 
persesuaian diantara keterangan mereka.  
                                                          
1
 Syeikh „izzudin Ibnu Abdis Salam, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Bandung : Nusa Media, 
2011, hlm. 183 
2
 Sulaikin Lubis dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: 
Kencana 2005, hlm. 153 
 
 
Selain itu, syarat atau kriteria sebagai seorang saksi juga harus adil, 
dan diantara syarat keadilan itu adalah kedewasaan. Hal ini telah 
disepakati oleh jumhur ulama‟, bahwa dewasa merupakan salah satu syarat 
keadilan. Oleh sebab itu, kesaksian anak-anak tidak dapat diterima sebab 
tidak memenuhi unsur keadilan. Meski demikian, terdapat perbedaan 
pendapat diantara ulama‟, tentang kesaksian anak di bawah umur. Imam 
Malik memperbolehkan kesaksian mereka dalam perkara pelukaan atau 
penganiayaan selama mereka masih berada satu tempat dan belum terpisah 
satu dengan yang lain. Demikian pula diriwayatkan bahwa Ali bin Abi 
Thalib membolehkan kesaksian anak terhadap anak sebagaimana 
diterimanya kesaksian budak terhadap budak lainnya.  
Dalam Hukum Pidana Islam, seorang saksi yang dimintai 
keterangannya harus memenuhi kriteria saksi. Diantara kriteria saksi 
dalam Hukum Pidana Islam adalah adil, berakal, dan dewasa. Kriteria 
tersebut merupakan kriteria yang telah disepakati oleh ahli fiqih sebagai 
kriteria seorang saksi yang dapat didengarkan keterangannya. 
Kesaksian anak-anak meski telah mendekati usia balig (murahiq) 
dan kesaksian orang sakit jiwa tidak dapat diterima. Pengakuan dua orang 
ini menyangkut hak diri mereka tidak dapat ditindaklanjuti, terlebih 
menyangkut hak orang lain. Anak-anak dan orang sakit jiwa masuk 
kategori orang yang tidak diridhai kesaksiannya. Jika si anak telah balig 
 
 
atau orang kafir telah memeluk Islam, kemudian mengulangi 
kesaksiannya, maka kesaksian tersebut dapat diterima.
3
 
Menurut kesaksian penulis al-Jawahir dan penulis al-Masalik, 
fuqaha sepakat bahwa kesaksian anak kecil yang belum mumayiz tidak 
diterima sama sekali. Sedangkan mereka berselisih pendapat dalam 
masalah kesaksian anak yang mumayiz (sudah dapat membedakan sesuatu 
yang baik dan sesuatu yang buruk).
4
 
Menurut kesaksian penulis al-Jawahir dan al-Masalik, masyhur 
fuqaha‟ berpendapat bahwa kesaksian mumayiz dalam perkara 
pembunuhan dan pencederaan dapat diterima dengan tiga syarat. Pertama, 
anak tersebut telah mencapai usia sepuluh tahun. Kedua, hendaknya anak-
anak ini telah sepakat pada suatu perkara yang mubah. Ketiga, anak 
memberikan kesaksiannya sebelum dia meninggalkan peristiwa yang dia 
saksikan sehingga tidak ada kemungkinan bahwa dia telah diajari untuk 
mengatakan hal-hal tertentu.
5
 
Para ulama‟ berselisih pendapat mengenai pembuktian berdasarkan 
keterangan saksi dari anak-anak di bawah umur yang sudah mumayyiz. 
Segolongan ulama seperti Asy-Syafi‟i, Abu Hanifah, dan Ahmad menurut 
salah satu dari dua riwayat darinya, berpendapat menolaknya secara 
mutlak.
6
 
                                                          
3
 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟i 3, Jakarta : Almahira, 2010, hlm. 511 
4
 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Imam Ja‟far Shadiq 3, penerjemah Abu Zaenab AB, 
et al, Jakarta : Lentera, 2009, hlm. 222 
5
 Ibid., hlm. 222 
6
 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2006, hlm. 294 
 
 
Imam Syafi‟i berkata, “Seorang hakim tidak boleh menerima 
kesaksian seseorang hingga diketahui keadilannya.” Apakah 
persaksiannya untuk menyerang lawannya atau tidak. Persaksian anak 
kecil tidak diperbolehkan, yaitu persaksian antar mereka dalam kasus 
melukai atau lainnya sebelum mereka berpisah, bukan sesudahnya. Karena 
mereka tidak termasuk golongan yang dipersyaratkan oleh Allah SWT 
dalam Surah al-Baqarah ayat 282, 
َْه  مِمََ  هِمَ  ن ُۡ  ظۡس رَِءٓا  د ٍ ُّشٌٱ 
َ
“Dari saksi-saksi yang kalian ridhai.” 
 
Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan ditentang oleh 
Ibnu Zubair. Dia berpendapat, “Kami memperbolehkan anak kecil menjadi 
saksi jika mereka belum berpisah.”7 
Menurut ulama‟ mazhab Hanafi, ada syarat yang harus dipenuhi 
oleh seseorang ketika menyaksikan kejadian perkara supaya kesaksiannya 
bisa diterima, saksi tersebut adalah orang yang berakal. Karena itu, 
penyaksian yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum 
berakal tidak sah. Ini karena proses identifikasi masalah harus disertai 
dengan kemampuan memahaminya sehingga akal mempunyai peran utama 
dalam masalah ini.
8
 
                                                          
7
 Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi‟i, Volume 1, Jakarta : Niaga Swadaya, 2006, 
hlm. 511 
8
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 
177-178 
 
 
Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, diterima kesaksian 
anak-anak kecil dalam soal luka melukai, apabila mereka berkumpul 
karena sesuatu sebab yang dibolehkan, sebelum mereka berpisah.
9
 
Dalam Kitab al-Muwatta‟ dijelaskan bahwa: 
 َيََْيَ َلَاق َناَك ِْيْ َبُّزلا َنْب ِوّللا َدْبَع َّنَأ َةَوْرُع ِنْب ِماَشِى ْنَع كِلاَم َلَاق
. ِحاَِرْلْا َنِم ْمُه َن ْ ي َب اَمْيِف ِناَي ْ ب ِّصلا ِةَداَهَشِب ْيِضْق َي 
 
“Yahya berkata Malik berkata; dari Hisyam bin „Urwah bahwa 
Abdullah bin Az-Zubair memutuskan perkara dengan persaksian 
anak-anakَ dalam perkara sengketa yang berakibat pencideraan 
yang terjadi diantara mereka.” 
 
 اَمْيِف ُزْوَُتَ ِناَي ْ ب ِّصلا َةَداَهَش َّنَأ ,َانَدْنِع ِوْيَلَع ُعَمَتْجُمْلا ُرْمَلأا : ٌكِلاَم َلَاق
 ْمُه َن ْ ي َب اَمْيِف ْمُه ُتَداَهَش ُزْوَُتَ َا َّنَِّإَو . ْمِِىْيَْغ ىَلَع ُزْوَُتَ َلاَو ِحَاِرْلْا َنِم ْمُه َن ْ ي َب
 ْوَُتَ َلا .اَىَدْحَو ِحاَِرْلْا َنِم اوُقَّرَف َت َي ْنَأ َلْب َق َكِلذ َناَك اَذإ . ْكِلذ ِْيَْغ فِ ُز
 ْدَق اُونوُكَي ْنَأ َّلاإ . ُْمَلَ َةَداَهَش َلاَف اوُقَر َت ْفا نَإف . اوُمّلَع ُي َْوأ اوُبََّبُيُ ْوَأ .
 اوُِقَتَْف َي ْنَأ َلْب َق . ْمِِتَِداَهَش ىَلَع َلوُدُعْلا اوُدَهْشَأ.10 
َ
“Malik berkata: Yang biasanya disepakati di masyarakat kita 
adalah kesaksian anak-anak diperbolehkan (sepanjang) mengenai 
cedera mereka. Tidak diterima (kesaksian mereka) terhadap hal 
lain. Ini hanya diterima diantara mereka sendiri jika mereka 
membuat kesaksian sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian 
dan sebelum mereka bisa ditipu ataupun diajari. Jika mereka 
sudah meninggalkan lokasi, mereka tidak dapat bersaksi kecuali 
mereka memanggil saksi-saksi yang adil untuk mendukung 
kesaksian mereka sebelum mereka pergi.”11 
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Berbeda dengan ulama‟-ulama‟ sebelumnya yang menolak 
kesaksian anak-anak. Menurut pendapat Imam Malik, kesaksian anak-anak 
diperbolehkan untuk perkara pertengkaran sampai terluka, tetapi dengan 
syarat anak-anak tersebut belum meninggalkan tempat mereka 
menyaksikan kejadian tersebut. 
Hukum pemberian kesaksian adalah fardhu kifayah bagi orang 
yang ditujukan (yang harus) memberikannya. Allah SWT berfirman dalam 
Surah al-Baqarah ayat 282:  
 ََْاَُدٍِ ۡش زۡظٱََْهِمَِه ٌۡ  دٍٍِ  شََ ٌَِنئ فَ ۡۖۡمُِىٌب  ج ِّزَۡمَ َزَب وُُى ٌ َ َ ًٞ ُج  س فَِه ٍۡ  ٍُجَِنب ر أ  سۡمٱَ 
 
“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 
lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) 
seorang lelaki dan dua orang perempuan.” 
 
Apabila kesaksian telah diberikan, seorang hakim harus 
menetapkan keputusannya sesuai dengan kesaksian yang jika memang 
kesaksian itu telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun rukun kesaksian 
adalah adanya kalimat saya bersaksi (asyhadu) ketika saksi melakukan 
kesaksian. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat lainnya. Ini karena 
nash-nash syara‟ mensyaratkan penggunaan kalimat ini.12        
Menjadi saksi terhadap apa yang berkaitan dengan selain hak Allah 
merupakan fardhu kifayah. Jika hal tersebut telah dilakukan oleh orang 
dalam jumlah yang cukup, maka kewajiban tersebut gugur atas kaum 
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muslimin lainnya. Namun, jika tidak ada saksi lain yang mencukupi 
kecuali dia, maka menjadi fardhu „ain baginya.13 Allah berfirman: 
َ  ةۡأ ٌَ  لَ  ََُءٓا  د ٍ ُّشٌٱََ
ْۚ
ْاُُعُدَب  مَا  ِذإ 
 
“...Para saksi janganlah menolak ketika dipanggil...” (QS. al-
Baqarah : 282) 
 
Maksud ayat di atas jika dipanggil sebagai saksi mereka wajib 
memenuhi panggilan tersebut. Ayat ini berlaku umum bagi setiap 
panggilan, baik panggilan untuk menyaksikan maupun panggilan untuk 
menyampaikan kesaksian.        
Sedangkan menyampaikan kesaksian menjadi fardhu „ain bagi para 
saksi begitu mereka diminta untuk bersaksi. Firman Allah SWT: 
َْاُُُمزۡى رَ  لَ  ََْۚ ح  د َٰ ٍ  شٌٱََُ  ًِوئ فَب ٍُۡمزۡى ٌَه  م  َٓۥََ لَٞمِثا  ءۥًُُج
ٍَۡ 
 
“Janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Barangsiapa 
menyembunyikannya maka dialah orang yang hatinya berdosa.” 
(QS. al-Baqarah : 283) 
 
Dari petunjuk-petunjuk berdasarkan ayat di atas, dapatlah penulis 
tegaskan bahwa persyaratan adanya saksi dalam suatu perkara ini benar-
benar diperintahkan, dalam hal diadakannya saksi bisa menjadi keharusan 
bahkan kewajiban karena suatu alasan yang sangat mendasar harus 
dilaksanakan atau sunnat, makruh, dan haram sesuai dengan perbuatan dan 
keadaan yang melakukannya. 
Oleh karena Imam Malik berbeda dengan jumhur ulama‟ lainnya, 
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan 
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Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam 
Perkara Pidana.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pendapat Imam Malik dalam membolehkan anak-anak 
menjadi saksi dalam perkara pidana ? 
2. Bagaimana istinbath hukum Imam Malik dalam membolehkan anak-
anak menjadi saksi dalam perkara pidana ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan 
permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan 
berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan.
14
 Tujuan yang hendak 
penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dalam membolehkan anak-
anak menjadi saksi dalam perkara pidana; 
2. Untuk mengetahui istinbath hukum Imam Malik dalam membolehkan 
anak-anak menjadi saksi dalam perkara pidana. 
D. Tinjauan Pustaka 
Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang 
pertama membahas materi tentang kesaksian anak-anak dalam perkara 
pidana. Dalam permasalahan pendapat Imam Malik tentang kesaksian 
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anak-anak dalam perkara pidana ini, ada beberapa karya ilmiah yang ada 
kaitannya dengan judul skripsi penulis bahas, diantaranya; 
Nur Afni dalam skripsinya berjudul Perlindungan Hukum 
Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus 
Putusan No.327/Pid.B/2008/PN.Mks).
15
 Dalam skripsi tersebut membahas 
tentang kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana dan upaya 
perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana. 
Anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana seharusnya 
diperhatikan secara khusus. Artinya diperlakukan sebagaimana layaknya 
seorang anak dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa atau pribadi 
anak diukur dengan ukuran orang dewasa. Menurut Undang-Undang, saksi 
yang belum berusia genap 15 tahun maka keterangan saksi tersebut dinilai 
bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai 
petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. 
Kevyn Frizdo Fardata dalam skripsinya berjudul Tinjauan Hukum 
Pidana Islam Terhadap Kesaksian Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus 
Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg).
16
 Pembahasan dalam skripsi 
ini menjelaskan bagaimana kedudukan kesaksian anak di bawah umur 
dalam putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg tentang eksploitasi 
ekonomi terhadap anak serta kedudukan kesaksian anak di bawah umur 
dalam tinjauan Hukum Pidana Islam. Dalam pandangan hukum pidana 
                                                          
15
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6242/SKRIPSI%20LENGKAP%
20-PIDANA-NUR%20AFNI.pdf;sequence=1, diakses 15 Februari 2019 
16
 http://digilib.uinsby.ac.id/23600/6/Kevyn%20Frizdo%20Fardata_C73213084.pdf, diakses 
15 Februari 2019 
 
 
Islam, seorang saksi haruslah memiliki beberapa kriteria yang diantaranya 
adalah adil, berakal, dan dewasa. Salah satu yang harus dimiliki oleh 
seorang saksi adalah sifat adil, dimana dewasa dan berakal adalah salah 
satu syarat adanya sifat adil. Dalam skripsi ini hanya membahas kesaksian 
anak-anak menurut perspektif Hukum Islam, bukan menurut pendapat 
Imam Malik. 
Adella Fajria dalam skripsinya berjudul Analisis Hukum 
Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam 
Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan.
17
 Pembahasan skripsi ini 
tentang kedudukan keterangan saksi anak terhadap pembuktian dalam 
penyelesaian perkara di persidangan dan dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan hukuman terhadap perkara pidana terkait dengan keterangan 
yang diberikan oleh anak di persidangan. Keterangan dari saksi anak yang 
masih di bawah umur tidak dapat diberikan di bawah sumpah, keterangan 
anak tersebut bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat 
dipakai sebagai petunjuk dari tambahan alat bukti sah lainnya, selama 
mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan 
keterangan anak tersebut dapat menjadi dasar untuk menguatkan 
keyakinan hakim. 
Wiwik Afifah dalam penelitiannya berjudul Perlindungan Hukum 
Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Pembahasan dalam jurnal ini tentang anak yang perposisi sebagai saksi 
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dalam perkara pidana akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum 
yakni berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan 
memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak 
sebagai saksi harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik 
anak dan penghargaan terhadap anak. Jaminan perlindungan yang 
didapatkan tidak hanya dari Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, namun juga dari Undang-Undang No.13 
tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
18
 
Dari beberapa karya skripsi dan jurnal tersebut di atas, kiranya 
berbeda dari judul skripsi yang akan penulis lakukan, karena penulis akan 
menganalisis pendapat Imam Malik tentang kesaksian anak-anak dalam 
perkara pidana. 
E. Metode Penelitian 
1) Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 
research) dimana data-data yang dipergunakan semuanya diperoleh 
dari sumber-sumber literatur, baik sumber utama (primer) maupun 
sumber data pelengkap (sekunder).
19
 
2) Sumber Data 
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Sumber utama (primer) yaitu sumber literatur utama yang 
berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber primer dalam 
penelitian ini adalah Kitab al-Muwatta‟ karya Imam Malik bin Anas. 
Adapun sumber data pelengkap (sekunder) yaitu data-data 
yang digunakan sebagai pendukung di dalam penelitian atau penulisan 
karya ilmiah. Sumber data pelengkap dalam penelitian ini adalah 
Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A‟immah dan buku-buku fiqih yang 
lain, yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam 
penulisan skripsi ini. 
3) Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
dokumentasi, yaitu dengan mengambil dokumen tertulis melalui kitab 
dan buku-buku referensi dari sumber primer dan sekunder. 
Dokumen dari sumber sekunder terdiri dari kitab-kitab 
fiqh/buku-buku yang membahas tentang saksi (syahadah) dan buku-
buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai tambahan atau 
pelengkap. Dalam penelitian ini penulis merujuk beberapa buku yang 
membahas tentang masalah kesaksian, khususnya yang membahas 
tentang kesaksian anak-anak. 
4) Analisis Data 
Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata 
secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan 
pemahaman penulis tentang kasus yang akan diteliti dan dikaji. 
 
 
Karena penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang 
menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang 
yang diamati, maka penulis menggunakan metode deskriptif,
20
 dengan 
analisis kualitatif. 
21
 Oleh karena itu, penulis berusaha 
mendeskripsikan pendapat Imam Malik dalam membolehkan anak-
anak menjadi saksi dalam suatu perkara pidana dengan analisis secara 
kualitatif, sehingga diperoleh gambaran pemikiran yang jelas dan 
mendalam.  
Untuk mempertajam analisis data juga digunakan beberapa; 
pendekatan sosio-historis
22
. Pendekatan ini digunakan untuk 
pelacakan dan menganalisis terhadap istinbath hukum dan kerangka 
metodologis pendapat Imam Malik dalam membolehkan anak-anak 
menjadi saksi dalam rangka untuk memahami secara sosio-historis 
pelacakan sejarah Imam Malik.23 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan 
pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, maka dalam skripsi ini 
dibuat sistematika penulisan sebagai berikut: 
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Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab II : Ketentuan umum tentang kesaksian. Dalam bab ini penulis 
akan menguraikan mengenai; Pengertian Saksi, Hukum dan Syarat Saksi 
serta kesaksian anak-anak. 
Bab III : Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak 
Dalam Perkara Pidana. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan 
mengenai; Biografi Imam Malik, pendapat Imam Malik tentang kesaksian 
anak-anak dalam perkara pidana, istinbath hukum Imam Malik tentang 
kesaksian anak-anak dalam perkara pidana. 
Bab IV : Analisis Pemikiran Imam Malik Tentang Kesaksian 
Anak-Anak Dalam Perkara Pidana. Dalam bab ini, penulis akan membahas 
tentang Analisis Pendapat Imam Malik tentang Kesaksian Anak-anak 
Dalam Perkara Pidana dan Analisis istinbath hukum Imam Malik tentang 
kesaksian anak-anak dalam perkara pidana 
Bab V : Penutup. Bab ini meliputi: Kesimpulan, Saran, dan 
Penutup. 
 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN 
 
 
 
A. Pengertian Saksi 
Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan 
sebutan as syahadah, menurut bahasa antara lain artinya: 
1. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti; 
2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan 
penyaksian langsung; 
3. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti 
perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta 
melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi. 
Sedangkan menurut syara‟ kesaksian adalah pemberitaan yang 
pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian 
langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena 
beritanya telah tersebar. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan 
pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain dengan lafal kesaksian 
didepan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan 
karena dugaan atau perkiraan.
24
 
Kesaksian dalam bahasa Arab disebut dengan asy-syahaadah. 
Merupakan bentuk mashdar dari kata kerja syahida yang seakar kata 
dengan  asy-syuhuud yang berarti hadir. Menurut bahasa arti kata asy-
syahaadah adalah berita atau informasi yang pasti. Adapun menurut istilah 
syara‟ artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan 
kebenaran dengan ucapan kesaksian di dalam suatu majelis. Atau 
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pemberitaan seseorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan 
ucapan yang khusus.
25
 
Unsur dasarnya adalah kata asyhadu (aku bersaksi), bukan dengan 
kata lain. Karena nash telah mensyaratkan kata tersebut dan al-Qur‟an 
memerintahkan dengan kata ini, dan juga pada kata tersebut lebih tegas 
tersirat sumpah mengenai pengertian atau pengetahuan terhadap sesuatu.
26
 
Secara bahasa, syahadah “kesaksian” berasal dari kata 
musyaahadah yang berarti melihat dengan mata, karena syahid orang yang 
menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat. Maknanya 
adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia ketahui dengan suatu 
lafadz, yaitu “Aku saksikan atau aku telah menyaksikan” (asyhadu atau 
syahidtu).
27
 
Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di 
persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan 
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu 
pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.
28
 
Menurut al-Nawawi, kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang 
dilihat. Kesaksian bisa didefinisikan sebagai keterangan yang pasti tentang 
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sesuatu yang telah disaksikan dan dilihat mata kepala, atau sesuatu yang 
telah diketahui dan menyebar secara luas.
29
 
Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
kesaksian itu harus memenuhi unsur-unsur yaitu: 
1. Adanya suatu persengketaan dalam perkara sebagai objek 
2. Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan oleh hakim 
3. Adanya orang memberitahukan apa yang diketahui 
4. Orang memberitahukan obyek tersebut harus berita yang sebenarnya 
5. Pemberitahuan itu diberitahukan kepada yang berhak menerimanya, 
dan pemberitahuan itu dengan suatu ucapan kesaksian.
30
 
B. Hukum dan Syarat Saksi 
Saksi di dalam Hukum Acara Jinayah selain berposisi sebagai salah 
satu pihak dalam proses peradilan, juga merupakan salah satu alat bukti. 
Kedudukan saksi di dalam proses pembuktian sangat menentukan karena 
saksi adalah alat bukti pertama yang akan diperiksa di persidangan.
31
 
Memberikan kesaksian asal hukumnya fardhu kifayah, artinya jika 
dua orang telah memberikan kesaksian, maka semua orang telah gugur 
kewajibannya, dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk 
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menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu 
adalah untuk memelihara hak.
32
 
Kesaksian itu fardhu „ain bagi orang yang memikulnya bila dia 
dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan 
wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak 
dipanggil untuk itu.
33
 Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 
283: 
ََُزۡى رَ  لَ  ََْاُُمَْۚ ح  د َٰ ٍ  شٌٱََُ  ًِوئ فَب ٍُۡمزۡى ٌَه  م  َٓۥََ لَِٞمثا  ءۥًُُج
ٍۡ 
 
“Janganlah kamu sembunyikan persaksian, dan barang siapa yang 
menyembunyikannya, maka dia adalah orang yang berdosa 
hatinya”. 
Dan firman Allah SWT dalam Surah at-Talaq ayat 2, 
 ِوَِّلل َةَد ََٰه َّشلٱ ْاوُميَِقأَو 
 
“Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah”.  
Adapun dalam hadis, 
 ْنَع  ِدَْيز  ِنْب  ٍدِلاَخ  ِِّنَُهلَْا  َيضَر وّللا  ُوْنع  َّنَأ  َِّبَّنَلا ىّلص وّللا وْيلَع مَّلَسو 
 َلَاق:   َلاَأ  ْمُُكبِْخُأ ؟ِءاَدَه ُّشَلِاْيَِْبِ يِذََّلا  ِتَْأي  ِِوتَداَهَشِب  َلْب َق  ْنَأ ( َالََأْسُي  ُهاَوَر 
) ٌمِلْسُم . 34 
َ
"Dari Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa Nabi Shallallaahu „alaihi 
wasallam bersabda: “Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik 
persaksian?َ Yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum 
dimintaَpersaksiannya.” (HR. Muslim). 
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Adapun syarat-syarat umum dalam memberi kesaksian, yaitu: 
1. Berakal dan balig: menurut ijma‟ tidak boleh menerima kesaksian 
orang yang tidak berakal, seperti; orang gila, orang mabuk, dan anak 
kecil. Karena mereka tidak siqah (tidak terpercaya) perkataannya, 
anak kecil yang belum baligh tidak mungkin memberi kesaksian 
sesuai yang diinginkan (diperlukan) dan bukan merupakan saksi yang 
diridhai; 
2. Merdeka: menurut ulama‟ Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi‟iyah, 
syarat saksi harus merdeka, tidak diterima kesaksian seorang hamba 
sahaya. Dasarnya firman Allah SWT dalam Surah an-Nahl ayat 75: 
َ  ة  س  ظَُ  للّٱََٖء ًۡ  شَ َٰى ٍ  عَُزِدۡم ٌَ  لََبٗوٍُُۡم  مَاٗدۡج  عَ الً ث  م... 
 
“Dan Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya 
saya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap 
sesuatu pun,”.  
 
Kesaksian bermakna penguasaan, tidak ada kuasa pada seorang 
hamba. Menurut ulama‟ Hanabilah dan Zahiri, kesaksian hamba 
diterima, makna ayat diatas bersifat umum sehingga penghambaan 
tidak berdampak penolakan kesaksiannya, namun Hanabilah 
mengaitkannya untuk selain hudud dan qisas; 
3. Islam, ulama fiqih sepakat seorang saksi harus muslim. Tidak diterima 
kesaksian orang kafir atas orang Islam karena diragukan 
kebenarannya. Tetapi ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan 
kesaksian orang kafir mengenai wasiat dalam perjalanan (safar). 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Ma‟idah ayat 106:  
 
 
 
ب ٍُّ  ٌ ٓأ َٰ ٌَ َهٌِر ٌٱََ ُمُو  د  ح أَ  س  ع  حَ ا  ِذإَ ۡمُِىى ٍۡ  ثَ ُح  د َٰ ٍ  شَ ْاُُى  ما  ءَُد ُۡ  م
ٌۡ ٱََ  هٍِحَِخ ٍِص  ُ ٌۡ ٱَ
َِنب ىۡثٱًََِفَُۡمزۡث  س  ظَُۡمزو أَِۡنإَۡمُوِس ٍۡ  غَۡهِمَِنا  س  خا  ءَ َۡ  أَۡمُىى ِّمَٖيۡد  عَا  َ  ذَِضۡز ۡلۡٱَ
َ ُخ جٍِص ُّمَمُىۡز ج َٰ ص أ فَِْۚد ُۡ  م
ٌۡ ٱََۡح رُُِعجب  ُم  ٍوََ ِدۡع ثَ ۢهِمَِح َُٰ  ٍ  صٌٱََِثَ ِنب  مِعُۡم  ٍفَِ  للّٱََِِنإ
َُۡمزۡج رۡزٱًََِ ِثَيِس زۡش وَ  لَۦََ  ح  د َٰ ٍ  شَ ُُمزۡى وَ  لَ  َ َ َٰى ثُۡسلَ ا  ذَ  نب  وَ ُۡ  ٌ  َ َ بٗى  م ثَِ  للّٱََاِٗذإَ ٓب ِوإ
َ  هِم ٌ َهٍِِمثٓۡلۡٱَ 
 
“Hai orang-orang beriman bila kamu menghadapi kematian 
sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh 
dua orang yang adil dari kamu, atau dua orang dari selain 
agamamu. Jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lali 
ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah 
shalat (untuk bersumpah), lalu keduanya bersumpah dengan 
nama Allah jika kamu ragu: „demi Allah‟ kami tidak akan 
membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk 
kepentingan kami) walaupun dia karib kerabat, dan tidak 
(pula) kami menyembunyikan persaksian Allah, jika demikian 
tentulah kami orang berdosa”.  
 
4. Dapat melihat, Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan Ulama‟ 
Syafi‟iyah mensyaratkan saksi dapat melihat, tidak diterima kesaksian 
orang buta, karena saksi harus tahu apa yang ia saksikan, tahu isyarat 
padanya ketika menyaksikan, orang buta tidak dapat membedakan 
orang kecuali dengan bunyi suara, sementara bunyi suara kadang-
kadang saling menyerupai. Terlebih lagi ulama‟ Hanafiyah, menolak 
kesaksian orang buta meskipun diwaktu menyaksikan ia dapat 
melihat. 
5. Dapat berbicara, ulama‟ Hanafiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah 
mensyaratkan saksi itu mampu berbicara, tidak diterima kesaksian 
orang bisu meskipun isyaratnya dapat dipahami, karena isyarat tidak 
dapat dianggap kesaksian yang syaratnya yakin sehingga dituntut 
pelafalan/pengucapan kesaksian.  
 
 
6. Adil, para ulama‟ sepakat mensyaratkan saksi harus adil, tidak 
diterima kesaksian orang fasik seperti pezina, pemabuk, pencuri dan 
yang semisal. Tetapi orang fasik jika ia terpandang dalam masyarakat, 
bermartabat dapat diterima kesaksiannya, karena kehormatan dan 
martabatnya menghindarkannya dari kecondongan dan berdusta dalam 
kesaksian. Akan tetapi, menurut Hanafiyah kesaksian orang fasik 
mutlak tidak diterima, hakim yang memutus berdasarkan kesaksian 
orang fasik cacatlah putusannya dan jadilah dia hakim 
durhaka/membangkang. 
7. Bukan dugaan/sangkaan, orang yang suka menyangka ditolak 
kesaksiannya, Tuhmat yaitu orang yang kesaksiannya hanya 
menguntungkan pihak yang ia berikan kesaksian dan melindungi 
kesalahannya. 
Suatu kesaksian, untuk dapat dijadikan sebagai dasar dalam 
memutus perkara tidak boleh berupa dugaan ataupun dengan 
keterangan orang yang belum cukup memadai (maksimal) dari yang 
seharusnya.
35
 
C. Kesaksian Anak-Anak 
Semua ahli fiqih mensyaratkan seorang saksi harus berakal dan 
balig. Oleh karena itu, disepakati kesaksian seorang yang tidak berakal 
tidak bisa diterima, seperti kesaksian orang gila, orang yang mabuk, dan 
anak kecil. Ini karena ucapan mereka tidak bisa dipercayai. Kesaksian 
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anak kecil yang belum baligh juga tidak bisa diterima sebab dia belum bisa 
menyampaikan kesaksian dengan cara yang diharapkan.
36
 
Anak kecil adalah orang yang tidak bisa diterima (diridhai) sebagai 
saksi. Selain itu, seorang anak kecil tidak berdosa apabila dia menyimpan 
kesaksiannya. Ini menunjukkan bahwa ia tidak bisa diangkat sebagai 
saksi.
37
 
Adapun kesaksian sejumlah anak kecil atas apa yang dilakukan 
oleh anak kecil lain berkaitan dengan kasus melukai atau membunuh, itu 
bisa diterima menurut pendapat Imam Malik. Ini berbeda dengan pendapat 
jumhur ulama‟. Kesaksian mereka bisa diterima jika memang kesaksian 
mereka semua sama dan mereka memberikan kesaksian sebelum mereka 
berpisah dan juga diantara mereka tidak ada orang yang besar.
38
 
Selain itu, sifat adil juga merupakan syarat diterimanya kesaksian, 
maka balig dan berakal juga termasuk syarat sifat adil. Oleh karena itu, 
tidak diterima kesaksian oleh anak kecil walaupun bersaksi sesama anak 
kecil.
39
 
Tidak ada kesaksian bagi anak-anak meskipun dia berkarakter adil, 
karena anak-anak belum sempurna akalnya, kemampuannya kurang, 
namun kesaksian anak-anak pada luka secara khusus antar mereka, maka 
                                                          
36 Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 8, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 
Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 181 
37
 Ibid., hlm. 181-182 
38
 Ibid., hlm. 182 
39 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 4, Terjemah Nor Hasanudin, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 
2006, hlm. 364 - 365 
 
 
kesaksiannya diterima, lebih khusus bila mereka belum berpisah manakala 
kalimat mereka sepakat.
40
 
Apabila keadilan merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka 
baligh dan berakal adalah syarat didalam keadilan. Oleh sebab itu, maka 
tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil 
yang seperti dia, sebab kesaksian mereka tidak membawa kepada 
keyakinan yang bedasarkan kepadanya perkara dihukumi. Imam Malik 
memperbolehkan kesaksian anak-anak dalam hal penganiayaan, selagi 
mereka tidak berselisih dan tidak bercerai-berai. Yang demikian juga 
diperbolehkan oleh Abdullah ibnuz Zubair.
41
 
Firman Allah SWT dalam Surah an-Nur ayat 59: 
ا  ِذإ  َََ  غ  ٍثًَُ
َٰ فۡغ ۡلۡٱََْىِمَُمُى َُمٍُح
ٌۡ ٱََ زۡع ٍ ٍۡ  ف
َْۡاُُوِرَ... 
 
“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka 
hendaklah mereka meminta izin” 
 
Pada ayat ini terdapat pengaitan hukum dengan masa balig. Para 
ulama‟ sepakat bahwa masa balig pada anak laki-laki dan perempuan 
mewajibkan mereka untuk ibadah, hukuman-hukuman, dan syariat Islam 
lainnya. Masa balig bagi laki-laki adalah dimulai dengan ihtilam, yaitu 
keluarnya air mani, baik karena persetubuhan maupun yang lainnya, baik 
disaat terjaga maupun ketika tidur (mimpi).
42
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Sedangkan masa balig wanita berdasarkan firman Allah SWT 
dalam Surah at-Talaq ayat 4: 
ًِ ـ
ٓ َٰ ٌٱ  َََ  هِمَ  هِۡعئ ٌَِطٍِح  م
ٌۡ ٱََِِنإَۡمُِىٓئب  عِّوَهِمَُۡمزۡج رۡزٱَ َ َُٖسٍۡش أَُخ ث
َٰ  ٍثَ  ُهٍُر  دِع فًِ ـ
ٓ َٰ ٌٱََۡم ٌ
 َ َ ْۚ هۡعِح ٌَُذ
َٰ ٌ َْ ُأَِيب  مۡح ۡلۡٱََ
ْۚ ُه  ٍٍۡم  حَ  هۡع  ع ٌَن أَ  ُهٍٍُ  ج أ 
 
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) 
diantara perempuan-perempuan kamu jika kamu ragu-ragu 
(tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan, dan 
begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan 
perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddahnya sampai 
mereka melahirkan kandungannya”. 
 
Sisi penetapan dalil dari ayat diatas adalah pengaitan hukum iddah 
dengan quru‟ (masa suci) jika wanita berada dalam masa haid aktif. 
Adapun sebelum dan sesudah masa itu, maka perhitungan iddah 
didasarkan pada bulan. Sedangkan para ulama‟ sepakat bahwa haid 
merupakan pertanda balig bagi wanita.
43
 
Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak 
dengan istilah mumayyiz yaitu anak yang telah mengerti maksud dari kata-
kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga 
bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan mumayyiz. Hukum anak 
mumayyiz itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Seseorang yang 
dianggap telah cukup umur itu muncul tanda-tanda laki-laki dan 
perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun 
sedangkan perempuan 9 tahun.44 
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Menurut Hukum Pidana Islam, batasan terhadap usia minimum 
seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, di samping banyaknya 
perbedaan pendapat diantara para ulama‟. Adanya perbedaan pendapat 
dikalangan para ulama‟ fiqih mengenai batas usia minimum bagi anak 
yang dikenakan pemidanaan, dapat dijadikan sebuah rujukan dalam 
menetapkan sanksi pemidanaan terhadap anak. 
Penetapan umur dianggap penting, karena baik dalam Hukum 
Nasional maupun Hukum Pidana Islam, umur dijadikan sebagai acuan bagi 
hakim dalam menentukan jenis sanksi yang akan dibebankan pada seorang 
anak tersebut. Seperti halnya dalam Hukum Pidana Islam, ketentuan 
adanya pidana dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban 
hukum (mukallaf), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan 
hukum (anak-anak).45 
Dalam hal menentukan batas-batas kemampuan berpikir, para 
fuqaha‟ mengacu pada usia agar bisa berlaku bagi semua orang, dengan 
mendasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak. 
Pembatasan ini diperlukan agar tidak terjadi kekacauan hukum dan agar 
mudah bagi seorang hakim untuk meneliti apakah kemampuan berpikir 
sudah ada pada diri seorang anak atau belum, sebab usia anak dapat 
diketahui dengan mudah. 
Anak dianggap belum mumayyiz jika usianya belum sampai tujuh 
tahun meskipun ada anak di bawah usia tujuh tahun lebih cepat untuk 
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dapat membedakan yang baik dan buruk (tamyiz) daripada anak lain 
seusianya. Ini karena hukum didasari atas kebanyakan orang, bukan atas 
perseorangan. Hukum pada kebanyakan orang menegaskan bahwa, tamyiz 
belum dianggap ada pada diri seorang anak sebelum ia berusia tujuh tahun. 
Karena, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum ia 
berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman 
ta‟dibiy (hukuman untuk mendidik).46 
Walaupun demikian, adanya pengampunan tanggung jawab pidana 
terhadap anak kecil bukan berarti membebaskannya dari tanggung jawab 
perdata atas semua tindakan pidana yang dilakukannya. Ia bertanggung 
jawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain. 
Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggung jawab 
pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah 
dan harta benda itu maksum (tidak dihalalkan/mendapat jaminan 
keamanan) dan juga uzur-uzur syar‟i tidak menghapuskan dan 
menggugurkan ganti rugi meskipun hukumannya digugurkan.47 
Ketentuan tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi 
Muhammad SAW. yang berbunyi : 
 ِمِئاَّنلا ِنَع : ٍَةَثلاَث ْنَع ُمَلَقْلا َعُِفر َلَاق َْوا ِهْو ُتْعَمْلا ِنَعَو َظِقْي َتْسَي َّتََّح
 َّبِشَي َّتََّح ِْيِْغ َّصلا ِنَعَو َلِقْع َي َّتََّح ِنْو ُنْجَمْلا 
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"Diangkat pena dari tiga hal: orang yang tidur hingga bangun, orang 
yang tertimpa ayan, atau beliau bersabda: orang yang gila sampai 
sadar dan anak kecil sampai balig”.48 
 
Hukum asal menetapkan bahwa adanya khitab karena balig. Hadis 
tersebut menunjukkan bahwa balig ditetapkan oleh mimpi basah. Ini 
karena balig dan kekuatan berpikir merupakan ibarah (sesuatu yang dapat 
diambil) atas balignya seseorang dan kesempurnaan keadaannya. Semua 
itu ada melalui kesempurnaan kemampuan dan kekuatan untuk 
menggunakan semua anggota tubuh. Semua kesempurnaan ini terwujud 
ketika bermimpi basah.
49
 
Dalam hal ketentuan dewasa, Islam memberikan batasan usia 15 
(lima belas) tahun.
50
 Patokan ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad 
SAW: 
 ,ٍدُحُأ َمْو َي ُوَضَرَع .م.ص ِللها َلْوُسَر َّنَأ : اَمُه ْ نَع وّللا َىِضَر َرَمُع ِنْبا ِنَع
 َوُىَو ُنْبا َاَنأَو ,ِقَدَْنلخا َمْو َي ِنَضَرَع َُّثُ ْنِْز ُِيُ ْمَل َف ,ًةَنَس َةَرْشَع َعَبَْرأ ُنْبا
 نَِزاَجََأف ,ًةَنَس َةَرْشَع َسَْخَ 
َ
"Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a.: Rasulullah SAW memanggilku 
menghadap pada malam Perang Uhud, saat itu umurku empat 
belas tahun, dan ia tidak memperbolehkan aku mengambil bagian 
dalam pertempuran itu. Tetapi ia memanggilku pada malam 
Perang Parit (Khandak), waktu itu umurku lima belas tahun, dan 
ia memperbolehkan aku (ikut ambil bagian dalam pertempuran 
itu)".51 
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Dalam pandangan Hukum Islam mengenai batasan umur anak, ada 
beberapa kriteria batasan umur anak (mukallaf) diantaranya ialah: 
a. Anak di bawah umur di mulai sejak usia 7 (tujuh) tahun hingga 
mencapai kedewasaan balig dan fuqaha‟ membatasinya dengan usia 
15 (lima belas) tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz 
yang belum balig). Jika seorang anak mencapai tersebut, maka ia 
dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang 
sebenarnya.
52
 
b. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau balig pada usia 18 
(delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) 
tahun, begitu pendapat yang terkenal dengan mazhab Maliki.
53
 
c. Ulama‟ Syafi‟iyah dan Hanabilah, menentukan bahwa masa dewasa 
itu mulai umur 15 (lima belas) tahun, walaupun mereka dapat 
menerima kedewasaan dengan tanda-tanda seperti mimpi, tetapi 
karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama ke semua orang, maka 
kedewasaan ditentukan dengan umur disamakannya masa kedewasaan 
dengan akal, dengan akal terjadinya taklif
54
 dan dengan akal terjadilah 
hukum.
55
 
Secara lebih rinci, pembatasan usia aqil balig menurut para ulama‟ 
adalah sebagai berikut:  
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a. Menurut mayoritas/jumhur ulama‟ anak telah bermimpi sehingga 
mengeluarkan air mani (ihtilam) bagi laki-laki dan datangnya haid 
bagi anak perempuan
56
, usia anak telah genap mencapai umur 15 
tahun;
57
 
b. Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia balig minimal yaitu bagi 
laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria balig bagi 
laki-laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur 
atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi 
perempuan berumur 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah 
haid);
58
 
c. Menurut Imam Malik, batasan umur balig bagi laki-laki dan 
perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun 
memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan balig ini menggunakan prinsip 
mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak. Lebih terinci 
lagi mazhab Malikiyyah memberikan kriteria balig ada 7 macam. 
Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam 
khusus bagi perempuan.
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Kriteria balig khusus bagi perempuan adalah haid dan hamil. 
Sedangkan kriteria balig yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan 
adalah:
60
 
a. keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga; 
b. tumbuhnya rambut di sekitar organ intim; 
c. tumbuhnya rambut di ketiak; 
d. indra penciuman hidung menjadi peka; 
e. perubahan pita suara. 
Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria balig tersebut 
tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 
tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. 
Terkait tumbuhnya rambut pada area organ intim yang menjadi 
tanda balignya seseorang, terjadi ihtilaf
61
 ulama‟. Mazhab Hanafiyyah 
berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim bukan 
merupakan tanda balig secara mutlak. Mazhab Hanabilah dan satu 
riwayat dari Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa 
tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan tanda balig secara 
mutlak.
62
 
Mazhab Malikiyyah terpecah menjadi dua pendapat, pendapat 
pertama mengatakan bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim 
merupakan tanda balig secara mutlak, dan inilah pendapat yang 
masyhur dalam mazhab Malikiyyah. Pendapat kedua mengatakan 
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bahwa tumbuhnya rambut pada area organ intim merupakan tanda 
balig yang menyangkut hak-hak manusia dalam beberapa hukum 
seperti qadzaf (menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina), potong 
tangan, dan pembunuhan. Adapun yang menyangkut hak-hak kepada 
Allah SWT, maka tumbuhnya rambut pada area organ intim bukanlah 
sebagai tanda balig.
63
 
Mazhab Syafi‟iyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut 
pada organ intim merupakan tanda balig untuk orang kafir. Adapun 
bagi muslimin, maka mereka berbeda pendapat. Satu pendapat 
mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanda balig sebagaimana 
orang kafir, dan pendapat lain mengatakan bahwa hal tersebut bukan 
tanda balig.
64
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BAB III 
PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG KESAKSIAN ANAK-ANAK 
DALAM PERKARA PIDANA 
 
A. Biografi Imam Malik, Pendidikan dan Karyanya 
1. Biografi Imam Malik 
Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 H di daerah Dzi al-
Marwah yang terletak agak jauh dari Madinah. Ayahnya bernama 
Anas yang merupakan seorang ulama‟ besar dari kalangan tabi‟in.65 
Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn 
Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn Haris. Ibu Imam Malik bernama 
Aliyah binti Suraik al-Azdiyah, keturunan bangsa Arab Yaman. 
Pamannya bernama Abu Suhail, Nafi‟ Aus, al-Rabi‟ al-Nadhar, yang 
semuanya merupakan anak-anak dari Abu Amir. Imam Malik berasal 
dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum 
maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah 
Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut agama Islam, 
mereka pindah ke Madinah.
66
 
Kakek buyut Imam Malik bernama Abu Amir Jalil, disebutkan 
telah mengikuti peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali 
perang Badar. Demikian yang disebut oleh al-Qadhi Iyadh dari jalur 
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al-Qadhi Bakr ibn Ala al-Qusyairi. Namun pendapat lain mengatakan, 
kakeknya Abu Amir hidup di masa Nabi Muhammad SAW, namun 
belum pernah bertemu dengannya, kecuali ia mendengar dari sahabat 
Usman ibn Affan. Adapun putranya, Malik atau kakek Imam Malik 
termasuk salah seorang tokoh dan ulama‟ tabi‟in. Ia menerima hadis 
dari Umar, Utsman, Thalhah, Aisyah, Abu Hurairah, Hasan. Kakek 
Imam Malik adalah termasuk diantara empat orang yang memandikan 
dan mengusung Utsman ibn Affan dan memakamkan jenazahnya di 
kubur.
67
 
Imam Malik dilahirkan dalam keluarga yang tekun 
mempelajari hadis. Dalam masyarakat, kakeknya (Malik bin Abi 
Amar) adalah salah seorang dari ulama‟ tabi‟in yang menerima hadis 
dari Utsman dan Ṭalkhah. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh cucunya 
Malik, Nafi‟ dan Abu Suhail. Menurut kenyataan, Abu Suhail inilah 
yang paling memperhatikan urusan riwayah. Walaupun ayah Imam 
Malik tidak terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakek dan pamannya 
terkenal sebagai ahli ilmu. Dengan demikian tidak mengherankan 
apabila beliau tumbuh dalam keluarga hadis, cenderung jiwanya 
mempelajari kepada hadis.
68
 
Imam Malik terdidik di kota Madinah dalam suasana yang 
meliputi diantaranya para sahabat, para tabi‟in, para anshar, dan para 
ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka itu 
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sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, 
kuat dalam berpikir dan menerima pengajaran, setia dan teliti.
69
 
Dari kecil beliau belajar membaca Al-Qur‟an dengan lancar, 
dan mempelajari pula tentang Sunnah. Setelah dewasa beliau belajar 
kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah. Menghimpunkan 
pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-
pendapat mereka, mempelajari dengan seksama tentang pendirian-
pendirian atau aliran-aliran mereka dan mengambil kaidah-kaidah 
mereka, sehingga beliau pandai tentang semua itu. Menjadi seorang 
pemuka tentang Sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di 
negeri Hijaz.
70
 
2. Pendidikan Imam Malik 
Imam Malik pertama kali belajar kepada ayahnya, yaitu 
menghafal Al-Qur‟an. Setelah beliau hafal Al-Qur‟an, beliau mulai 
menghafal hadis dan mempelajarinya. Ibunya menyuruh beliau pergi 
belajar kepada Rabi‟ah ibn Abdir Rahman seorang ahli fikih dari 
golongan ahli ra’yu (rasional). Dari Rabi‟ah, beliau mempelajari 
dasar- dasar fiqih dengan mudah. Dan untuk mempelajari hadis, beliau 
berguru kepada ulama‟ ahli hadis yang terkenal pada masa itu, yaitu 
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Abd Al-Rahman ibn Hurmuz, Nafi‟ Maula ibn Umar dan Ibnu Syihab 
Al-Zuhri.
71
 
Sejak kecil, beliau (Imam Malik) rajin menghadiri majelis-
majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah 
hafal al-Qur‟an. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang 
mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.
72
 
Pada mulanya beliau belajar fiqih pada gurunya bernama 
Rabi‟ah Ibn Abdirrahman, seorang ulama‟ yang terkenal pada waktu 
itu. Setelah usianya 17 tahun, beliau lebih memperdalam mempelajari 
hadis kepada Ibn Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh dari 
para sahabat. Diceritakan bahwa Malik telah belajar dan menerima 
ilmu dari 100 orang ulama yang ahli dengan berbagai cabangnya.
73
 
Di waktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai guru 
banyak. Kitab „Tahzibul-asma walughat‟ menerangkan bahwa Imam 
Malik pernah belajar kepada 900 (sembilan ratus) orang syekh. 300 
(tiga ratus) darinya golongan tabi‟in. Dan 600 (enam ratus) lagi dari 
tabi‟it-tabi‟in. Mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup 
dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan 
hukum fiqih.
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Diantara syekh-syekh Imam Malik ialah Rabi‟ah bin Abdul 
Rahman Furukh. Beliau berguru padanya ketika masih kecil. Sebagai 
buktinya ialah ucapannya terhadap ibunya : Aku pergi dan aku 
menulis pelajaran. Ibunya menyiapkan pakaian yang lengkap dengan 
kain sorban serta menyuruh beliau hadir ke rumah Rabi‟ah untuk 
belajar menulis. Ibunya meminta ia belajar ilmu akhlak dari Rabi‟ah 
sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain.
75
 
Diantara syekh yang lainnya ialah Nafi‟i „Auli Abdullah, Ja‟far 
bin Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Abdul 
Rahman bin Zakuan, Yahya bin Said Al-Ansari, Abu Hazim Salmah 
bin Dinar, Muhammad bin Al-Munkadir dan Abdullah bin Dinar, dan 
masih banyak lagi.
76
 
Imam Malik banyak mempelajari ilmu pengetahuan. Beliau 
menghafal beberapa banyak hadits dan beliau mempelajari juga ilmu 
pengetahuan dalam bidang fiqih. Beliau dapat mempelajari banyak 
ilmu dalam waktu yang singkat, beliau mulai mengajar ketika usianya 
17 (tujuh belas) tahun. Setelah beliau mengajar beberapa tahun, 
kemudian majlis pelajarannya didatangi oleh pendengar-pendengar 
yang lebih banyak dari pendengar-pendengar di majlis Syekh Nafi‟.77 
Sebelum Imam Malik menjadi guru beliau lebih dahulu 
mendalami dalam bidang pelajaran sehingga kadang kala beliau tidak 
tidur. Setelah pikiran beliau matang dan benar-benar dapat diandalkan 
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barulah beliau mengajar. Banyak juga guru-guru (syekh-syekh) yang 
mengakui kemampuannya untuk menjadi seorang guru. Diantara guru-
guru itu ialah dua orang tua gurunya sendiri yaitu Rabi‟ah dan Az-
Zuhri. Kemudian barulah beliau mengajar di majlis Rasulullah di 
Madinah dengan menceritakan hadits-hadits, memberi fatwa dan 
mengajar. Majlis pengajaran yang digunakan beliau adalah tempat di 
majlis Umar Al-Khattab dan di majlis itulah juga majlis yang diduduki 
oleh Rasulullah sewaktu menyampaikan ajarannya atau ceramah 
dalam hal agama dalam masjid Rasulullah SAW di Madinah.
78
 
Imam Malik mempunyai banyak murid yang terdiri dari antara 
lain para ulama. Hampir tidak ada seorang ulama pun yang tidak 
belajar kepadanya, baik guru-gurunya sendiri maupun teman-
temannya. Beberapa diantaranya adalah Muhammad bin Muslim al-
Zuhri yang meninggal 55 tahun sebelum Malik, Rabi‟ah bin 
Abdurrahman, meninggal 33 tahun sebelum Malik, Yahya bin Sa‟id 
al-Ansari, 43 tahun sebelumnya. Kemudian Musa bin Uqbah, Hisyam 
bin Urwah, Nafi‟ bin Abi Nu‟aim al-Ansari, Muhammad bin „Ajlan, 
Salim bin Abi Umayyah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziab, 
Abdul Malik bin Juraih, Muhammad bin Ishaq, dan Sulaiman bin 
Mahran al-A‟masi.79 
Dari angkatannya antara lain: Sufyan bin Sa‟id al-Sauri, Lais 
bin Sa‟ad al-Misri, Al-Awza‟i, Hammad bin Zaid, Sufyan bin 
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Uyaynah, Hammad bin Salamah, Abu Hanifah dan putranya Hammad, 
Qadi Abu Yusuf, Qadi Syuraik bin Abdullah dan Imam Syafi‟i. 
Setelah itu, Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Hasan Qadi Musa 
bin Tariq dan Walid bin Muslim.
80
 
Dari kalangan teman-temannya: Abdullah bin Wahab, 
Abdurrahman bin Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, Ziyadah bin 
Abdurrahman al-Qurtubi, Yahya bin Kasir al-Laisi, Abu Hasan bin 
Ali bin Ziyad al-Tunisi, Usd bin Furat dan Abdul Malik bin Abdul 
Aziz al-Majsyun.
81
 
3. Karya-Karya Imam Malik 
Menurut Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam kitab Tazyin al-
Mamalik, Imam Malik memiliki beberapa karya tulis, yaitu : 
1. At-Tafsir li Gharibil Qur‟an di bidang tafsir; 
2. Al-Mudawwanah al-Kubra; 
3. Beberapa risalah (buku kecil): Risalah fi al-Fatwa, Risalah fi an-
Nujum wa Manazilil Qamar, Risalah fi al-Aqdhiyah, Risalah fi al-
Qadar wa ar-Radd „ala al-Qadariyah; 
4. Al-Muwatta‟ di bidang hadis dan fiqh. 
Dari karya-karya yang disebutkan diatas, karya Imam Malik 
yang monumental dan gemilang adalah kitab al-Muwatta‟. Kitab ini 
ditulis pada tahun 144 Hijriyah atas anjuran Khalifah Ja‟far al-
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Manshur. Al-Muwatta‟ yang berisi fiqh dan hadis ini dianggap oleh 
sebagian orang sebagai rujukan paling valid setelah Al-Qur‟an.82 
Diriwayatkan bahwa Imam Malik menunjukkan al-Muwatta‟ 
kepada 70 pakar fiqih di Madinah dan mereka menyeleksi kandungan 
kitab ini. Kemudian Imam Malik memberi nama kitabnya, al-
Muwatta‟, yang berarti yang terseleksi atau disetujui atau disunting.83 
Dari sisi metode penulisannya, tidak ada pernyataan yang tegas 
tentang metode  yang  dipakai  Imam  Malik  dalam  menghimpun  
kitab al-Muwatta‟.  Namun  secara implisit, dengan melihat paparan 
Imam Malik dalam kitabnya,  metode yang dipakai adalah metode  
pembukuan  hadis  berdasarkan  klasifikasi  Hukum  Islam  (abwab  
fiqhiyyah)  dengan mencantumkan hadis marfu„, mauquf, dan maqtu‟, 
dengan tahapan sebagai berikut: (a) menyeleksi hadis-hadis yang 
disandarkan kepada Nabi; (b) Asar (fatwa sahabat); (c) fatwa tabi‟in; 
(d) Ijma‟ ahli Madinah, dan (e) pendapat Imam Malik sendiri. 
Meskipun demikian, kelima tahapan tersebut  tidak  selalu  muncul  
bersamaan  dalam  setiap  pembahasan. 
Imam Malik hanya meriwayatkan hadis dari orang-orang yang 
sikap, akidah, kecerdasan, serta tingkah lakunya adil dan terpercaya. 
Di antara kehati-hatian Imam Malik dalam meriwayatkan hadis adalah 
ia tidak mau mengambil hadis dari orang-orang yang dianggap bukan 
ahli hadis meskipun mereka amanat dalam menjaga Baitul Mal. Imam 
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Malik sangat teliti dan ketat dalam meriwayatkan hadis (tasyaddud). 
Ia hanya menerima hadis dari perawi dengan derajat siqah
84
. Pada 
mulanya hadis yang terdapat dalam al-Muwatta‟ hampir seribu, 
kemudian Imam Malik menyeleksi dengan ketat hadis-hadis 
tersebut.
85
 
B. Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam 
Perkara Pidana 
Fuqaha‟ sepakat bahwa kedewasaan menjadi syarat untuk hal-hal 
yang menjadikan keadilan sebagai syarat. Kemudian mereka berselisih 
tentang kesaksian anak-anak, sebagian mereka atas sebagian yang lain 
dalam kejahatan dan pembunuhan.
86
 
Jumhur fuqaha‟ amshar menolak kesaksian mereka, karena telah 
menjadi ijma‟ bahwa diantara syarat seorang saksi adalah adil, dan 
diantara syarat adil adalah dewasa. Karena itu kesaksian anak-anak 
tersebut sebenarnya bukan merupakan kesaksian, melainkan hanya 
merupakan suatu petunjuk, menurut pendapat Imam Malik. Karena itu, 
dalam kesaksian anak-anak, Imam Malik mensyaratkan agar mereka tidak 
terpisah-pisah supaya mereka tidak merasa takut.
87
 
Adapun pendapat Imam Malik tentang kesaksian anak-anak 
dinyatakan dalam kitab al-Muwatta‟ sebagai berikut: 
                                                          
84
 Siqah adalah orang yang diberi kepercayaan oleh orang lain dalam hal agama, perilaku, 
dan akal 
85
 Ibid., hlm. 6 
86
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terjemah Imam Ghazali Said, hlm. 685 
87
 Ibid., hlm. 686 
 
 
 َناَك ِْيْ َبُّزلا َنْب ِوّللا َدْبَع َّنَأ َةَوْرُع ِنْب ِماَشِى ْنَع كِلاَم َلَاق َيََْيَ َلَاق
. ِحاَِرْلْا َنِم ْمُه َن ْ ي َب اَمْيِف ِناَي ْ ب ِّصلا ِةَداَهَشِب ْيِضْق َي88 
َ
“Yahya berkata Malik berkata; dari Hisyam bin „Urwah bahwa 
Abdullah bin Az-Zubair memutuskan perkara dengan persaksian 
anak-anakَ dalam perkara sengketa yang berakibat pencideraan 
yang terjadi diantara mereka.” 
 
 اَمْيِف ُزْوَُتَ ِناَي ْ ب ِّصلا َةَداَهَش َّنَأ ,َانَدْنِع ِوْيَلَع ُعَمَتْجُمْلا ُرْمَلأا : ٌكِلاَم َلَاق
 ْمُه َن ْ ي َب ْمُه َن ْ ي َب اَمْيِف ْمُه ُتَداَهَش ُزْوَُتَ َا َّنَِّإَو . ْمِِىْيَْغ ىَلَع ُزْوَُتَ َلاَو ِحَاِرْلْا َنِم
 اوُقَّرَف َت َي ْنَأ َلْب َق َكِلذ َناَك اَذإ . ْكِلذ ِْيَْغ فِ ُزْوَُتَ َلا .اَىَدْحَو ِحاَِرْلْا َنِم
 ُقَر َت ْفا نَإف . اوُمّلَع ُي َْوأ اوُبََّبُيُ ْوَأ . ْدَق اُونوُكَي ْنَأ َّلاإ . ُْمَلَ َةَداَهَش َلاَف او
. اوُِقَتَْف َي ْنَأ َلْب َق . ْمِِتَِداَهَش ىَلَع َلوُدُعْلا اوُدَهْشَأ89 
 
“Malik berkata: Yang biasanya disepakati di masyarakat kita 
adalah kesaksian anak-anak diperbolehkan (sepanjang) mengenai 
cedera mereka. Tidak diterima (kesaksian mereka) terhadap hal 
lain. Ini hanya diterima diantara mereka sendiri jika mereka 
membuat kesaksian sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian 
dan sebelum mereka bisa ditipu ataupun diajari. Jika mereka 
sudah meninggalkan lokasi, mereka tidak dapat bersaksi kecuali 
mereka memanggil saksi-saksi yang adil untuk mendukung 
kesaksian mereka sebelum mereka pergi.” 
 
Pendapat di atas menyatakan bahwa Imam Malik berpedoman pada 
perbuatan para sahabat dan fuqaha‟ Madinah, mereka menjalankan 
kesaksian anak-anak atas penganiayaan sebagian mereka kepada sebagian 
yang lain. Inilah pendapat yang kuat. Hal itu disebabkan orang-orang 
dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam permainan mereka. Maka 
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seandainya kesaksian anak-anak tidak diterima, tentulah hak-hak akan 
hilang dan diabaikan, padahal dimungkinkan dugaan yang kuat atau 
kepastian atas kebenaran mereka. Khususnya bila anak-anak berkumpul 
sebelum mereka berpisah dan pulang ke rumah mereka, sedang mereka 
menyampaikan berita yang sama, mereka dipisahkan di waktu 
menyampaikan kesaksian, dan kata-kata mereka sepakat bulat. Maka pada 
saat itu dugaan yang diperoleh dari kesaksian mereka lebih kuat dari 
dugaan yang diperoleh dari kesaksian dua orang laki-laki dewasa. Yang 
demikian ini tidak mungkin ditolak dan diingkari.
90
 
Imam Malik menganggap tradisi Madinah sebagai sebuah sumber 
legal (a legal source) sebagaimana dinyatakannya dalam fatwa-fatwa nya. 
Itulah mengapa ia sering mengatakan, setelah menyebutkan tradisi-tradisi 
dan hadis, “praktek kita yang telah kita sepakati”. 
Adapun argumentasi Imam Malik adalah bahwa al-Qur‟an memuat 
hukum-hukum dan fiqih Islam terbentuk di sana (Madinah) dan 
penduduknya merupakan orang-orang yang pertama kali menjadi objek 
perintah dan pelarangan dan yang menjawab seruan Allah SWT. atas apa 
yang Dia perintahkan dan dalam pembentukan dasar-dasar diin. Kemudian 
setelah masa Nabi Muhammad saw. diantara mereka hidup orang-orang 
yang berasal dari komunitas Nabi dan yang senantiasa mengikutinya, yaitu 
Abu Bakar, Umar, dan Usman. Merekalah yang mengimplementasikan 
sunnah-nya setelah menelaah dan mempelajarinya ketika sunnah tersebut 
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masih baru. Kemudian orang-orang setelah mereka (tabi‟in) mengikuti 
jejak mereka termasuk sunnah tersebut. Madinah telah mewariskan 
pengetahuan tentang sunnah dan fiqih Islam secara turun temurun. Dengan 
bahasa lain, argumentasi Imam Malik tersebut dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
a. Penduduk Madinah menjadi panutan seluruh masyarakat lain 
b. Tempat al-Qur‟an di wahyukan, halal dan haram ditetapkan 
c. Nabi hidup di sana dan penduduk Madinah menyaksikan dan 
mengalami turunnya wahyu 
d. Di sana (Madinah) Nabi membentuk sunnah yang harus mereka ikuti. 
Dari sini dapat disimpulkan bahwa Malik secara jelas memandang 
tradisi Madinah sebagai sumber yang otoritatif. Dalam suatu kesempatan, 
Malik pernah mengatakan: “Jika terdapat sesuatu yang secara jelas 
dipraktikkan di Madinah, maka saya tidak berpendapat bahwa setiap orang 
boleh melakukan yang sebaliknya”.91 
C. Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak  
Dalam fiqihnya, Imam Malik berpegang pada lima sumber dasar 
dan lima sumber sekunder sebagai berikut: 
1) Al-Qur‟an 
Imam Malik memandang bahwa al-Qur‟an adalah sumber 
hukum, dan mengambil nash-nash-nya yang sharih dan zhahir (jelas 
dan tegas) yang tidak dapat ditakwilkan lagi selama tidak ada dalil 
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syari‟at yang mewajibkan penafsirannnya. Malik juga mengambil dan 
menerapkan konsep dalalah al-iqtidha‟ atau yang biasa disebut 
dengan lahn al-khithab, yaitu pendalilan sebuah lafadz berdasarkan 
sesuatu yang menjadi dasar kebenaran satu ucapan. Dengan kata lain, 
pengertian kata yang disisipkan secara tersirat (dalam pemahaman) 
pada redaksi (lafadz) tertentu yang tidak dapat dipahami secara jelas, 
kecuali dengan adanya penyisipan itu. Seperti dalam Surah as-Syu‟ara 
ayat 63: 
َٓب ى ٍۡ  ح َۡ  أ فََ ِن أَ ٓ َٰى  ظُُمَ َٰى ٌِإةِسۡظٱََ  نب  ص عِّثَۡۖ سۡح ج ٌۡ ٱََ ف َك  ٍفوٱََٖقِۡسفَ ًُّ ُوَ  نب  ى ف
 َوَِد ُۡ  طٌٱََِمٍِظ  ع ٌۡ ٱَ 
 
“Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan 
tongkatmu", maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan 
adalah seperti gunung yang besar.” 
 
Susunan kalimat dalam ayat itu menyimpan satu kalimat yang 
terselubung (muqaddar) dan harus disisipkan, yaitu fadaraba (maka 
Musa pun memukul lautan itu) yang diletakkan sebelum kalimat 
fanfalaqa (maka terbelahlah).
92
 Dengan demikian, maka makna ayat 
tersebut menjadi sempurna. 
Melalui al-Qur‟an Imam Malik juga mengambil konsep 
mafhum al-mukhalafah sebagai landasan dalil. Konsep ini menurut 
ulama‟ mazhab Maliki disebut dengan dalil al-khithab, yaitu 
menetapkan kebalikan hukum satu masalah yang disebutkan secara 
jelas dalam dalil untuk satu masalah yang tidak disebutkan dalam dalil 
tersebut. Contohnya dalam Surah al-Baqarah ayat 230: 
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ِنئ فََُ  ًٌَ ًُّ ِح رَ  لً فَب  ٍم ٍ غۥَ َغَب اج َۡ  شَ  حِىى رَ َٰى ز  حَُدۡع ثَۢهِمَُي  س ٍۡ ۥَ 
 
“Kemudian, jika suami mentalaknya (sesudah talak yang 
kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga 
dia kawin dengan suami yang lain.” 
 
Pada ayat tersebut bahwa hukum yang ditetapkan oleh nash 
sebelum adanya ghayah adalah keharaman suami untuk menikahi 
kembali terhadap isterinya yang sudah ditalak tiga. Mafhum 
mukhalafah nya adalah setelah memperhatikan ghayah illah halalnya 
menikahi bekas isteri yang sudah ditalak tiga sampai bekas isterinya 
itu dinikahi oleh laki-laki lain dan telah dicerai sesudah 
dikumpulinya.
93
 
Imam Malik juga menerapkan konsep fatwa al-khitab atau 
dalalah al-nash atau dalalah al-aula atau juga disebut mafhum al-
muwafaqah, dan atau qiyas jaliy menurut menurut sebagian ulama‟, 
yaitu menerapkan hukum satu masalah yang dinyataakan secara jelas 
kepada satu masalah yang hukumnya tidak disebutkan secara tegas 
dengan cara al-aula (melihat mana yang lebih utama). Cara ini ada 
dua macam; 
a. Menetapkan hukum pada masalah yang lebih banyak atau besar 
setelah sebelumnya ditetapkan pada masalah yang lebih sedikit 
atau kecil, karena banyaknya jumlah sesuatu dapat menambah 
kekuatan hukumnya. Contoh QS. al-Isra‟ ayat 23: 
َِس  وَٗلَ ُۡ  لَب  ُم  ًٌٍَُل  َ َب  ُمٌۡس ٍۡى رَ  لَ  َ َ ُّٖفأَٓب  ُم  ًٌٍَُم رَ  لً فبٗمٌ 
                                                          
93
 Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, 
Bandung: PT. al-Ma‟arif, 1986, hlm. 311-312 
 
 
 
“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 
keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 
mulia.” 
 
Larangan dalam ayat itu mengucapkan larangan untuk 
memukul orang tua, dan tidak dibolehkan oleh agama apalagi 
mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan 
lebih kasar daripada itu. Bahkan pemukulan lebih utama untuk 
dilarang daripada sekedar mengucapkan kata “ah” kepada 
keduanya, karena unsur penganiayaan dalam pemukulan lebih 
banyak daripada pengucapan kata “ah”. Itulah sebabnya larangan 
memukul orang tua. Yaitu disamping menyakiti hati juga 
menyakiti tubuh. Menurut ulama‟ Syafi‟iyyah disebut dengan 
“qiyas al-aula”.94 
b. Menetapkan hukum pada masalah yang lebih sedikit, karena 
sedikitnya jumlah sesuatu dapat menetapkan kekuatan hukum 
yang tidak ada pada banyaknya jumlah sesuatu. Contohnya QS. 
Ali Imran ayat 75: 
َ ًِ ٌۡ  أَ ۡهِم  ََِت َٰ زِى ٌۡ ٱََِي ِّد  ُؤٌَ ٖزب طِىِمثَ ًُۡى  مۡأ رَ ِنإَ ۡه  مٓۦََِنإَ ۡه  مَ ُمٍۡىِم  َ َ  ه ٍۡ  ٌِإ
َ  لََ ٖزب ىٌِدِثَ ًُۡى  مۡأ رَِي ِّد  ُؤٌَٓۦََْاٌُُب لَ ُۡم  ٍو ِأثَ  ِهٌ
َٰ ذَ  بٗمِٓئب لَ ًِ ٍۡ  ٍ  عَ  ذۡمُدَ ب  مَ  ِلَإَ  ه ٍۡ  ٌِإ
ًَِفَب ى ٍۡ  ٍ  عَ  ط ٍۡ  ٌٍَِّ ُِّمۡلۡٱۧ َهٍَِج  ظًَََٞى ٍ  عَ  نٌُُُُم ٌ  ََِ  للّٱَ َةِر  ى
ٌۡ ٱَ َنُُم ٍۡع ٌَُۡمٌ  َ. 
 
“Di antara ahli Kitab ada orang yang jika kamu 
mempercayakan kepadanya harta yang banyak, 
dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada 
orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu 
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dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu 
selalu menagihnya, yang demikian itu lantaran mereka 
mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-
orang ummi (orang Arab, mereka Berkata dusta terhadap 
Allah, padahal mereka Mengetahui.” 
 
Ayat ini menyatakan bahwa orang yang dapat dipercaya 
memegang sesuatu yang banyak, pasti ia lebih dipercaya saat 
memegang sesuatu yang sedikit. Menurut Imam Malik, jika 
diurutkan dari kekuatan kandungan dalilnya, maka dalil nash 
(kalimat yang menunjukkan maksud secara jelas) lebih 
didahulukan, baru yang zahir, lalu mafhum muwafaqah, dan yang 
terakhir adalah mafhum mukhalafah.
95
 
2) Sunnah96 
Ini dikarenakan Sunnah merupakan penerang hukum-hukum 
al-Qur‟an, pengurai teks-teksnya, dan penafsir atas permasalahan yang 
dimunculkannya yang membutuhkan penjelasan dan keterangan lebih 
lanjut.
97
 
Dengan demikian, Sunnah berperan sebagai penjelas dan 
penegas al-Qur‟an, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Nahl: 
44 
َِذ َٰ ىِّ  ٍج ٌۡ ِٱثَ َ َُِسث ُّصٌٱََ  ه ٍۡ  ٌِإَ ٓب ى ٌۡ  صو أ  َ َسۡو ِّرٌٱََُۡم  ٍٍ  ع ٌ  َ َ ۡم ٍِ ٍۡ  ٌِإَ  ي ُِّصوَ ب  مَ ِضب ىٌٍَِ  هِّ  ٍُجِزٌ
 َنَُس ى ف ز ٌ 
 
“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan Kami 
turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada 
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umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka 
(perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain 
yang terdapat dalam al-Quran) dan supaya mereka 
memikirkan.” 
 
3) Pendapat Sahabat (qaul shahabah) 
Dijadikannya qaul shahabah sebagai sumber syari‟ah dalam 
Mazhab Maliki dikarenakan mereka (para sahabat) memiliki 
keterkaitan yang begitu akrab dengan Rasulullah di dalam kehidupan 
dan perilaku kesehariannya. Mereka telah menyaksikan perbuatan-
perbuatan Rasulullah sepanjang hidup beliau, menyimak sabda-sabda 
Rasulullah, berguru dan menimba pengetahuan kepadanya, Rasul 
penuntun, dan senantiasa terkoreksi jika melakukan sebuah perilaku 
yang menyimpang dari ajaran agama Islam.
98
 
4) Ijma‟ 
Pengertian ijma‟ adalah persepakatan para mujtahid kaum 
muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah saw. terhadap 
suatu hukum syar‟i mengenai suatu peristiwa.  
5) Tradisi Penduduk Madinah („Amal Ahli al-Madinah) 
Dijadikannya „Amal Ahli al-Madinah sebagai dasar istinbath 
hukum sebab penduduk Madinah adalah warisan langsung dari orang-
orang yang telah menjalin persahabatan yang erat dengan Rasulullah 
SAW. dan juga dikarenakan hukum-hukum yang berlaku di Madinah 
telah menjadi tradisi selama beberapa generasi.
99
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Selain lima sumber utama tersebut, Imam Malik juga menggunakan 
sejumlah sumber cabang (sekunder) dalam menggali hukum Islam, yaitu: 
qiyas,
100
 istihsan,
101
 „urf,102 sadd adz-dzara‟i,103 dan mashlahah 
mursalah.
104
 
Metode yang ditempuhnya dalam menetapkan ketentuan hukum 
fiqih yang tidak terdapat nashnya didalam al-Qur‟an dan Sunnah memang 
sedikit berlainan dengan metode yang ditempuh oleh para imam ahli fiqih 
lainnya. Imam Malik lebih mengutamakan ijma‟ para sahabat Nabi SAW 
daripada qiyas. Bila belum juga dapat memecahkan suatu kasus, beliau 
melihat pada apa yang diamalkan oleh kaum Muslim penduduk Madinah, 
karena mereka itulah yang paling banyak menerima dan mendengar hadis-
hadis. Jika dengan itu belum juga dapat ditemukan pemecahan hukum 
tentang suatu kasus, barulah ia meng-qiyas-kan kasus yang baru itu dengan 
kasus yang mirip yang pernah terjadi, jika pada dua kasus itu terdapat 
banyak „illat (sebab, alasan) yang serupa atau hampir serupa. Akan tetapi, 
jika hasil peng-qiyas-an itu ternyata berlawan dengan kemaslahatan 
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umum, baginya lebih baik menetapkan keputusan hukumnya atas dasar 
prinsip kemaslahatan umum. Menurutnya, itulah yang terbaik. Jika masih 
juga tidak dapat ditemukan pemecahan hukumnya, maka kasus tersebut 
dapat dipecahkan hukumnya berdasarkan tradisi dan adat kebiasaan 
masyarakat, asalkan tradisi atau adat kebiasaan itu tidak berlawanan 
dengan perintah dan larangan agama. Dengan demikian, jelaslah jalan 
pemecahan hukum terakhir, bila tak ada lagi jalan lain, yaitu kemasalahan 
umum. Prinsip mewujudkan dan menjamin kemaslahatan umum oleh 
Imam Malik dapat dijadikan pijakan hukum.
105
 
Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fiqhiyah 
yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian 
menuliskan dasar-dasar fiqhiyah Malik dari beberapa isyarat yang ada 
dalam fatwa-fatwanya dan kitabnya, al-Muwatta'. 
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa metode dan 
dasar- dasar kajian fiqih Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan 
mazhab ahli hadis yang muncul di Hijaz. Penggunaan qiyas, misalnya 
jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa 
Imam Malik dalam menetapkan atau memutuskan hukum mendahulukan 
"perbuatan orang-orang Madinah". Sampai sejauh itu Imam Malik tidak 
berani menggunakan rasio secara bebas. Ibnu Qasim, salah seorang 
muridnya yang sering melakukan dialog dengannya, mengatakan bahwa 
Imam Malik mengaku, dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk 
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menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan 
Imam Malik dalam memegang al-Qur'an dan hadis sedemikian rupa, 
sehingga dalam masalah-masalah yang tidak ada nash yang jelas baik dari 
keduanya, ia tidak berani memutuskannya, sebagaimana ia juga tidak suka 
memprediksikan masalah-masalah yang belum muncul. 
Ada beberapa hal yang menarik dari dasar-dasar mazhab Maliki: 
Pertama, Mazhab Maliki berpegang pada amal Ahli Madinah 
karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Di Madinah 
banyak diturunkan ayat-ayat al-Qur‟an, jadi asumsinya semua orang 
mengikuti tradisi Madinah terdahulu. Imam Malik menganggap bahwa 
praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat 
otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata. Bagi 
Imam Malik, Amal Penduduk Madinah itu lebih kuat karena perbuatan 
mereka berkedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah dan riwayat 
jama‟ah dari jama‟ah itu lebih utama didahulukan daripada riwayat 
individu dari individu. Namun Imam Malik tidak mengharuskan orang-
orang dari negeri yang lain menuruti pekerjaan orang-orang Madinah, 
beliau hanya menganjurkan untuk menjadi pilihan dalam berijtihad. Imam 
Malik mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah sebelum qiyas, 
suatu metode yang tidak dipergunakan fuqaha‟ lainnya. Perbuatan orang-
orang Madinah, menurut Imam Malik, termasuk bagian dari sunnah 
mutawatirah karena pewarisannya dari generasi ke generasi yang 
dilakukan secara massal sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi 
 
 
penyelewengan dari sunnah. Para sahabat yang berada di Madinah bergaul 
dengan Nabi SAW dan mengembangkan tradisi hidup Nabi SAW, yang 
kemudian diwariskan kepada tabi‟in dengan cara yang sama. Pewaris itu 
berlangsung secara berkesinambungan hingga sampai kepada tabi‟ tabi‟in 
(generasi sesudah tabi‟in).106 
Kedua, qaul sahabat. Imam Malik juga menganggap qaul sahabat 
sebagai dalil syar‟i, yang harus didahulukan daripada qiyas. Pendapat ini 
dianggap keras oleh seluruh ulama‟, termasuk Syafi‟i. Sebab suatu dalil, 
demikian para penyanggah, hanya dapat diperoleh dari orang-orang 
ma‟sum, sedangkan yang tidak ma‟sum tidak dapat dijadikan dalil karena 
ada kemungkinan untuk salah.
107
 
Ketiga, maslahah mursalah.
108
 Teori maslahah mursalah semula 
hanya dikenal dalam mazhab Maliki, kemudian mendapat pengakuan dari 
hampir semua mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori 
ini dapat diketahui bahwa ternyata fiqih mazhab Maliki pun memakai 
rasio. Karena berapapun sejauh masalahnya menyangkut fiqih pasti 
mengandung unsur pemakaian rasio.
109
 
Keempat, keteguhan Imam Malik dalam memegang “tradisi orang-
orang Madinah”, lebih jelas lagi dalam penerimaan hadis ahad.  
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BAB IV 
ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG KESAKSIAN ANAK-
ANAK DALAM PERKARA PIDANA 
 
A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak 
Dalam Perkara Pidana 
Menjadi saksi adalah sebagai pengantar terwujudnya kesaksian. 
Terwujudnya kesaksian akan sebagai pengantar adanya vonis hukum yang 
bertendensi kepadanya, dan vonis hukum akan sebagai pengantar 
berhasilnya kemaslahatan hukum yang valid, serta menolak mafsadat 
penyelewengan hukum. 
Kesaksian anak-anak meski telah mendekati usia balig (murahiq) 
dan kesaksian orang sakit jiwa tidak dapat diterima. Pengakuan dua orang 
 
 
ini menyangkut hak diri mereka tidak dapat ditindaklanjuti, terlebih 
menyangkut hak orang lain. Anak-anak dan orang sakit jiwa masuk 
kategori orang yang tidak diridhai kesaksiannya. Jika si anak telah balig 
atau orang kafir telah memeluk Islam, kemudian mengulangi 
kesaksiannya, maka kesaksian tersebut dapat diterima.
110
 
Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, 
kesaksian anak-anak kecil tidak dapat diterima. Sedangkan menurut Imam 
Malik, diterima kesaksian anak-anak kecil dalam soal luka melukai, 
apabila mereka berkumpul karena sesuatu sebab yang dibolehkan, sebelum 
mereka berpisah-pisah itu.
111
 
Kesaksian tidak diterima kecuali dari orang adil sebagaimana 
firman Allah dalam Surah al-Hujurat ayat 6, 
ََْا ُٓ ُى  ٍج ز فَٖئ ج ِىثَ
ُۢكِظب فَۡمُو  ٓءب  جَِنإ 
 
“Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka 
periksalah dengan teliti” 
 
Perkara ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Surah at-Thalaq ayat 2, 
َْ ُد ٍِ ۡش أ  َي  َ  ذَاََْى ِّمَٖيۡد  عَۡمُى 
 
“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara 
kamu.” 
 
Kedua ayat ini menunjukkan bahwa kesaksian orang yang tidak 
adil itu tidak diterima. 
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Adil menurut syari‟at adalah orang yang keputusan hukum, agama 
dan kehormatannya diterima dengan lapang hati. Jadi, adil dalam aspek 
hukum adalah orang yang balig, berakal dan merdeka. Adil dalam aspek 
agama adalah muslim, menjauhi dosa-dosa besar, tidak bergelut pada 
dosa-dosa kecil.
112
 
Anak kecil tidak diterima kesaksiannya sama sekali. Pendapat ini 
dipegang oleh Ibnu Abbas, Syuraih, Atha‟, Hasan, Thawus, Al-Auza‟i, 
Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para ulama mazhabnya. Sementara Ibnu 
Zubair, An-Nakha‟i dan Malik mengatakan, bahwa kesaksian sebagian 
dari mereka atas sebagian yang lain dalam masalah perlukaan itu diterima, 
yaitu saat mereka sepakat mengenai cara melukai. Sedangkan jika mereka 
berbeda pendapat, kemudian mereka datang dan bersaksi, maka kesaksian 
mereka itu tidak diterima.
113
 
Asy-Syafi‟i mengatakan, anak-anak kecil itu bukan termasuk 
kelompok orang-orang laki-laki dewasa. Selain itu, Allah berfirman dalam 
Surah al-Baqarah ayat 283: 
َ ْۚ ح  د َٰ ٍ  شٌٱَْاُُُمزۡى رَ  لَ  َ 
 
“Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian.” 
 
Ayat ini memberikan ancaman atas perbuatan menyembunyikan 
kesaksian, sedangkan ancaman itu tidak ditujukan kepada anak-anak. 
Selain itu, kesaksian anak-anak merupakan kesaksian seseorang yang 
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bukan mukallaf (terbebani hukum) sehingga hukumnya tidak sah seperti 
seandainya seorang anak bersaksi atas perkara harta.
114
 
Dalam kitab Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A‟immah dikatakan : 
 َو َلا ُت  ْق َب ُل  َش َه َدا ُة  ِّصلا ْب َي ِنا  ِع ْن َد  َأ ِب َح  ِن ْي َف َة  ّشلاو ِفا ِع َو ي َأ َْح َد 
 
“Kesaksian anak-anak tidak dapat diterima. Demikian menurut 
pendapat Hanafi, Syafi‟i, dan Hambali.” 
 
 َو َق َلا  َم ِلا ُك  ُت : ْق َب ُل  فِ ِْلْا  َر ِحا  َذإ َك ا ُنا َق او ِد  ْجا َت ِم ُع ْو َِلأ ا ْم َر  ُم َب ٌحا  َق ْب َل  َا ْن 
 َي َت َّرف َو اوق َيى  ِر َو َيا ٌة  َع ْن  َا َْح َد  َعو , ْن  َأ َْح َد  ِر َو َيا ٌة  َث ِلا َث ٌة  َأ : َّن  َش َه َدا َة  َّصلا ِِّب 
 ُت ْق ُلب  ِّلك فِ  َش ٍءي .115 
َ
“Malik berkata: Dapat diterima dalam perkara pelukaan jika 
mereka berkumpul karena suatu sebab yang diperbolehkan, 
sebelum mereka bubar. Seperti ini juga riwayat lain dari Hambali. 
Sedangkan dalam riwayat ketiga, Hambali mengatakan: Kesaksian 
anak-anak dapat diterima dalam semua perkara.” 
  
Imam Syafi‟i berkata, “Seorang hakim tidak boleh menerima 
kesaksian seseorang hingga diketahui keadilannya. Apakah persaksiannya 
untuk menyerang lawannya atau tidak. Persaksian anak kecil tidak 
diperbolehkan, yaitu persaksian antar mereka dalam kasus melukai atau 
lainnya sebelum mereka berpisah, bukan sesudahnya. Karena mereka tidak 
termasuk golongan yang dipersyaratkan oleh Allah dalam Surah al-
Baqarah ayat 282, 
 َْه  مِمََِمَ  ن ُۡ  ظۡس رَ  هَِءٓا  د ٍ ُّشٌٱ 
 
“Dari saksi-saksi yang kalian ridhai.” 
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Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan ditentang oleh 
Ibnu Zubair. Dia berpendapat, “Kami memperbolehkan anak kecil menjadi 
saksi jika mereka belum berpisah.”116 
Jika kaidah umum dalam hukum Islam tidak menerima kesaksian 
orang yang belum balig, Imam Malik memiliki pendapat yang sedikit 
berbeda dari kaidah ini. Ia menerima kesaksian anak dibawah umur atas 
sesama anak dengan beberapa syarat tertentu. Diantara syarat terpenting 
adalah bahwa anak yang bersaksi harus sudah mumayyiz. Maksudnya, ia 
harus sudah bisa menalar makna kesaksian dan tidak ada orang dewasa 
yang menyaksikan peristiwa tersebut. Imam Malik memperbolehkan 
kesaksian anak-anak dalam kondisi ini karena sifatnya darurat. 
Pendapat yang dianut Imam Malik sama dengan riwayat yang 
dimiliki Imam Ahmad bin Hanbal. Ia berpendapat bahwa kesaksian anak-
anak dalam perkelahian di antara mereka bisa diterima selama kesaksian 
itu diberikan sebelum mereka berpencar dari kondisi ketika mereka saling 
melukai satu sama lain. Alasannya, secara zahir, mereka benar dan dapat 
dipercaya. Jika anak-anak itu sudah berpencar, kesaksian mereka tidak 
diterima karena ada kemungkinan mereka sudah diajari. Diriwayatkan dari 
Imam Ahmad bin Hanbal tentang riwayat ketiga yang menyatakan bahwa 
kesaksian anak-anak diterima jika ia sudah berusia sepuluh tahun. Akan 
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tetapi, sebagian ulama‟ mengkhususkan riwayat ini kepada selain 
hukuman hudud dan qisas.  
Demikian pula perbuatan para sahabat dan ahli fiqih yang ada di 
Madinah, mereka menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiayaan 
sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Hal itu disebabkan orang-
orang dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam lingkungan mereka. 
Maka seandainya kesaksian anak-anak dan kesaksian wanita tidak 
diterima, tentulah hak-hak akan hilang, padahal dimungkinkan dugaan 
yang kuat atau kepastian atas kebenaran mereka. Khususnya bila anak-
anak berkumpul sebelum mereka berpisah dan pulang ke rumah mereka 
menyampaikan berita yang sama. Mereka dipisahkan di waktu 
menyampaikan kesaksian, dan kata-kata mereka sepakat bulat. Maka pada 
saat itu dugaan yang diperoleh dari kesaksian mereka amat lebih kuat dari 
dugaan yang diperoleh dari kesaksian mereka dari kesaksian dua orang 
saksi laki-laki dewasa. Yang demikian ini tidak mungkin ditolak dan 
diingkari.
117
 
Menurut ulama‟ mazhab Hanafi, ada syarat yang harus dipenuhi 
oleh seseorang ketika menyaksikan kejadian perkara supaya kesaksiannya 
bisa diterima. Saksi tersebut adalah orang yang berakal. Karena itu, 
penyaksian yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum 
berakal tidak sah. Ini karena proses identifikasi masalah harus disertai 
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dengan kemampuan memahaminya sehingga akal mempunyai peran utama 
dalam masalah ini.
118
 
Ibnu Abi Syaibah berkata, bahwa Waqi‟ telah bertutur kepada 
kami, Abdullah bin Habib bin Abi Tsabit telah bertutur kepada kami dari 
Asy-Sya‟bi, dari Masruq, “Ada enam orang anak pergi untuk berenang, 
lalu salah seorang dari mereka tenggelam dan mati. Kemudian tiga orang 
anak yang ada bersaksi atas dua orang anak lainnya, bahwa keduanya telah 
menenggelamkan anak yang telah mati itu. Sebaliknya, dua orang anak 
yang dituduh juga bersaksi, bahwa ketiga orang anak yang ada 
menggelamkannya. Maka Ali memutuskan hukum diyat seperlima pada 
anak yang tiga, sedangkan pada dua orang anak yang lain tiga 
perlimanya.” 
As-Sauri berkata dari Farras, dari Asy-Sya‟bi, dari Masruq, 
“Bahwa ada tiga orang anak bersaksi atas empat orang anak lainnya. 
Sebaliknya, empat orang anak tersebut juga bersaksi atas diri ketiga orang 
anak yang ada. Maka Masruq memutuskan atas keempat orang anak 
tersebut tiga pertujuh diyat, dan atas ketiga orang anak yang lain empat 
pertujuh diyat.” 
Mazhab-mazhab salaf ash-shalih menerima kesaksian mereka. 
Seperti Ali bin Abi Thalib, Mu‟awiyah bin Abi Sufyan, „Abdullah bin 
Zubair. Juga dari kelompok tabi‟in seperti Sa‟id bin Al-Musayyab, Urwah 
bin Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Asy-Sya‟bi, An-Nakha‟i, Syuraih, Ibnu 
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Abi Laili, Ibnu Syihaab, dan Ibnu Abi Mulaikah berpendapat demikian. 
Kemudian dikatakan, bahwa tidak seorang pun qadhi yang tidak 
memberlakukan ucapan Ibnu Zubair. Menurut Abu Zinaad, pendapat itu 
merupakan sunnah.
119
 
Menurut mereka, syarat diterimanya kesaksian anak-anak adalah, 
bahwa mereka mengerti atas kesaksian yang diberikannya, laki-laki 
merdeka, berhukum Islam, berjumlah lebih dari dua, tidak bertentangan 
antara satu saksi dengan lainnya, dilakukan sebelum mereka berpisah, 
kesaksian itu atas diri sebagian yang lain, kesaksian dapat pula terjadi pada 
perkara pembunuhan atau khususnya penganiayaan. Dan tidak diterima 
kesaksian mereka terhadap perkara pembunuhan orang dewasa pada anak 
kecil, atau sebaliknya pembunuhan anak kecil pada orang dewasa.
120
 
Masih menurut mereka, bahwa seandainya anak-anak menarik 
kesaksiannya, maka akan diberlakukan terhadap kesaksian yang pertama, 
dan tidak dipertimbangkan atas penarikan dari kesaksian tersebut. Mereka 
menambahkan, bahwa kami telah bersepakat untuk tidak memberlakukan 
penilaian baik atau buruk pada anak-anak dalam hal bersumpah.
121
 
B. Analisis Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-
Anak Dalam Perkara Pidana 
Istinbath adalah suatu kaidah dalam ilmu ushul fiqih yaitu 
menetapkan hukum dengan cara ijtihad. Ijtihad atau istinbath hukum, 
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merupakan suatu institusi yang sejak awal telah diletakkan sebagai 
kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum.
122
       
Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama‟ yang terkemuka, 
terutama dalam bidang hadis dan fiqih. Bukti atas hal itu adalah ucapan al-
Dahlami ketika dia berkata: “Malik adalah orang yang paling ahli dalam 
bidang hadis di Madinah, yang paling tahu keputusan-keputusan Umar, 
yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, 
Aisyah r.a, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi 
fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan 
memberi fatwa”.123 
Al-Qur‟an dan hadis pada dasarnya masih bersifat global, sehingga 
memerlukan adanya analisis secara rinci, agar umat Islam mengetahui 
duduk persoalan yang sebenarnya. Al- Qur‟an dan hadis Rasulullah masih 
perlu ada penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang 
diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bersifat zhanni.124 Al-
Qur‟an dan hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum tersebut 
menggunakan bahasa Arab karena Allah mengutus Nabi saw kepada kaum 
Arab sehingga dengan demikian Nabi saw harus bertutur kata dengan 
bahasa mereka dan membawa mukjizat yang dapat dipahami oleh mereka. 
Allah SWT berfirman dalam Surah Ibrahim ayat 4: 
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َٓب  م  ًَََِ ِم ُۡ  لَِنب  ِعٍِثَ  ِلَإٍَيُُظ  زَهِمَب ى
ٍۡ  ظۡز أۦََ ًُّ ُِعٍ فَ ُۡۖۡم  ٌٍَ  هِّ  ٍُجٌٍَُِ  للّٱََيِد ٍۡ  ٌ  َ َُٓءب  ش ٌَه  م
َ  ُ ٌُ  َ َ ُْۚٓءب  ش ٌَه  مَُصٌِص  ع
ٌۡ ٱََُمٍِى  ح ٌۡ ٱَ 
َ
“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan 
bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan 
terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia 
kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia 
kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha 
Bijaksana.” 
  
Imam Malik menganggap bahwa amal (perbuatan) penduduk 
Madinah adalah sebagai salah satu sumber fiqih yang dijadikan 
sandarannya dalam berfatwa. Alasan yang dipakai Imam Malik bahwa 
amalan penduduk Madinah dapat dipakai sebagai hujjah
125
 adalah QS. at-
Taubah ayat 100: 
 َنُُِمج َٰ عٌٱ  ََ َنٌُُ  َ  ۡلۡٱََ  هِم َهٌِسِج َٰ ٍُم ٌۡ ٱَ ََِزب  صو ۡلۡٱَ َ َهٌِر ٌٱَُمٌُُع ج رٱََ  ً ِظ  زَٖه َٰ عِۡحِئث
َُ  للّٱََب  ٍزۡح رَيِسۡج رَٖذ
َٰ ى  جَُۡم  ٌٍَ  د  ع أ  َ ًَُۡى  عَْاُُظ  ز  َ َُۡمٍۡى  عَُس َٰ ٍۡو ۡلۡٱََ ْۚاٗد ث أَٓب ٍٍِفَ  هٌِِدٍ َٰ خ
َ  ِهٌ َٰ ذَُش ُۡ  ف ٌۡ ٱٍَِظ  ع ٌۡ ٱَُم 
 
“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang 
mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan 
merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi 
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya 
selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan 
yang besar.” 
 
Berdasarkan ayat tersebut, bahwa Madinah adalah kota sebagai 
tempat hijrah Nabi Muhammad saw. dan disanalah al-Qur‟an diturunkan 
dan diamalkan beserta para sahabat-sahabatnya, sehingga Imam Malik 
lebih mengutamakan amalan penduduk Madinah daripada hadis ahad. 
Menurutnya, pendapat yang sudah diterapkan di Madinah menjadi 
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sunnah/hadis masyhurah (popular), sehingga sunnah masyhurah lebih 
utama daripada hadis ahad.
126
 
Amal ahli madinah menurut Imam Malik bisa dijadikan hujjah 
sekalipun hanya dilakukan oleh mayoritas dari mereka dan tidak mencapai 
tingkat ijma‟. Dalam suratnya yang dikirimkan kepada al-Laits ibnu Sa‟ad, 
Imam Malik menjelaskan posisi amal ahli Madinah sebagai hujjah dalam 
penetapan hukum Islam. Demikian ini karena Madinah adalah tempat 
hijrah Nabi Muhammad saw., disitu pula ayat-ayat al-Qur‟an diturunkan, 
sehingga mereka yang bermukim di Madinah menyaksikan turunnya 
wahyu dan mengikuti sunnah Rasulullah saw. Secara langsung sampai 
beliau wafat. Kondisi ini dilanjutkan oleh generasi berikutnya secara 
berkesinambungan, sehingga amalan penduduk Madinah menurut Imam 
Malik merupakan perihal cerminan dari sunnah Rasulullah saw. Oleh 
karena itu posisi amal penduduk madinah ini menurutnya lebih kuat 
dibanding dengan hadis ahad.
127
 
Dalam Kitab al-Muwatta‟ dijelaskan bahwa: 
 َناَك ِْيْ َبُّزلا َنْب ِوّللا َدْبَع َّنَأ َةَوْرُع ِنْب ِماَشِى ْنَع كِلاَم َلَاق َيََْيَ َلَاق
 َنِم ْمُه َن ْ ي َب اَمْيِف ِناَي ْ ب ِّصلا ِةَداَهَشِب ْيِضْق َي. ِحاَِرْلْا 
 اَمْيِف ُزْوَُتَ ِناَي ْ ب ِّصلا َةَداَهَش َّنَأ ,َانَدْنِع ِوْيَلَع ُعَمَتْجُمْلا ُرْمَلأا : ٌكِلاَم َلَاق
 ْمُه َن ْ ي َب اَمْيِف ْمُه ُتَداَهَش ُزْوَُتَ َا َّنَِّإَو . ْمِِىْيَْغ ىَلَع ُزْوَُتَ َلاَو ِحَاِرْلْا َنِم ْمُه َن ْ ي َب
 ْوَُتَ َلا .اَىَدْحَو ِحاَِرْلْا َنِم اوُقَّرَف َت َي ْنَأ َلْب َق َكِلذ َناَك اَذإ . ْكِلذ ِْيَْغ فِ ُز
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 ْدَق اُونوُكَي ْنَأ َّلاإ . ُْمَلَ َةَداَهَش َلاَف اوُقَر َت ْفا نَإف . اوُمّلَع ُي َْوأ اوُبََّبُيُ ْوَأ .
. اوُِقَتَْف َي ْنَأ َلْب َق . ْمِِتَِداَهَش ىَلَع َلوُدُعْلا اوُدَهْشَأ128 
َ
“Yahya berkata Malik berkata; dari Hisyam bin „Urwah bahwa 
Abdullah bin Az-Zubair memutuskan perkara dengan persaksian 
anak-anakَ dalam perkara sengketa yang berakibat pencideraan 
yang terjadi diantara mereka.” 
“Malik berkata: Yang biasanya disepakati di masyarakat kita 
adalah kesaksian anak-anak diperbolehkan (sepanjang) mengenai 
cedera mereka. Tidak diterima (kesaksian mereka) terhadap hal 
lain. Ini hanya diterima diantara mereka sendiri jika mereka 
membuat kesaksian sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian 
dan sebelum mereka bisa ditipu ataupun diajari. Jika mereka 
sudah meninggalkan lokasi, mereka tidak dapat bersaksi kecuali 
mereka memanggil saksi-saksi yang adil untuk mendukung 
kesaksian mereka sebelum mereka pergi.”129 
 
Menyatakan bahwa Imam Malik berpedoman pada perbuatan para 
sahabat dan fuqaha‟ Madinah, mereka menjalankan kesaksian anak-anak 
atas penganiayaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Inilah 
pendapat yang kuat. Hal itu disebabkan orang-orang dewasa tidak hadir 
bersama anak-anak dalam permainan mereka. Maka seandainya kesaksian 
anak-anak tidak diterima, tentulah hak-hak akan hilang dan diabaikan, 
padahal dimungkinkan dugaan yang kuat atau kepastian atas kebenaran 
mereka. Khususnya bila anak-anak berkumpul sebelum mereka berpisah 
dan pulang ke rumah mereka, sedang mereka menyampaikan berita yang 
sama, mereka dipisahkan di waktu menyampaikan kesaksian, dan kata-
kata mereka sepakat bulat. Maka pada saat itu dugaan yang diperoleh dari 
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kesaksian mereka lebih kuat dari dugaan yang diperoleh dari kesaksian dua 
orang laki-laki dewasa. 
Balig adalah syarat untuk diterimanya kesaksian seseorang, karena 
kedewasaan menjadi ukuran tarhadap kemampuan berfikir dan bertindak 
secara sadar dan baik. Allah SWT berfirman : 
 ََْاَُدٍِ ۡش زۡظٱََ ۡۖۡمُِىٌب  ج ِّزَهِمَِه ٌۡ  دٍٍِ  ش 
 
dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki 
(diantara kamu) ……. (QS. al-Baqarah : 282). 
 
Dalam hadis Rasulullah SAW. menegaskan tiga orang yang bebas 
dari tindakan hukum, yaitu : 
 ِمِئاَّنلا ِنَع : ٍَةَثلاَث ْنَع ُمَلَقْلا َعُِفر َّتََّح  َلَاق َْوا ِهْو ُتْعَمْلا ِنَعَو َظِقْي َتْسَي
 َّبِشَي َّتََّح ِْيِْغ َّصلا ِنَعَو َلِقْع َي َّتََّح ِنْو ُنْجَمْلا 
 
"Diangkat pena dari tiga hal: orang yang tidur hingga bangun, 
orang yang tertimpa ayan, atau beliau bersabda: orang yang gila 
sampai sadar dan anak kecil sampai baligh”.130 
 
Orang yang belum dewasa tidak dapat disebut sebagai rijal, begitu 
juga hadis menyebutkan bahwa ia dianggap belum mukallaf, maka anak 
kecil tidak dapat diterima persaksiannya dalam hal jinayah yang 
menyebabkan kematian atau hilangnya anggota badan seseorang, namun 
demikian Imam Malik menerima anak-anak menjadi saksi, dengan syarat 
bahwa kasusnya sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak, kasusnya 
kasus pelukaan atau pembunuhan, anak-anak yang menjadi saksi tersebut 
dikenal tidak pendusta anak tersebut telah mumayyiz dan bukan kerabat 
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orang yang diberikan kesaksian kepadanya, saksinya terdiri dari dua orang 
lebih, tidak ada perbedaan kesaksian diantara mereka, mereka tidak pernah 
berpisah sejak melihat peristiwa yang mereka saksikan sampai kesaksian 
itu diberikan pada saat peristiwa itu terjadi tidak ada orang balig yang 
menyaksikannya.
131
 
Menurut Imam Malik, bahwa kesaksian anak-anak sebenarnya 
bukan merupakan kesaksian melainkan hanya suatu petunjuk (qarinah al-
hal), oleh karena itu, dalam kesaksian anak-anak Imam Malik 
mempersyaratkan tidak terpisah-pisahnya mereka, supaya mereka tidak 
merasa takut.
132
 
Asy-Syafi‟i mengatakan, anak-anak kecil itu bukan termasuk 
kelompok orang-orang laki-laki dewasa. Selain itu, Allah berfirman dalam 
Surah al-Baqarah ayat 283: 
َ ْۚ ح  د َٰ ٍ  شٌٱَْاُُُمزۡى رَ  لَ  َ 
 
“Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian.” 
 
Ayat di atas memberikan ancaman atas perbuatan 
menyembunyikan kesaksian, sedangkan ancaman itu tidak ditujukan 
kepada anak-anak. Selain itu, kesaksian anak-anak merupakan kesaksian 
seseorang yang bukan mukallaf sehingga hukumnya tidak sah.
133
 
Menurut ulama‟ mazhab Hanafi, ada syarat yang harus dipenuhi 
oleh seseorang ketika menyaksikan kejadian perkara supaya kesaksiannya 
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bisa diterima. Saksi tersebut adalah orang yang berakal. Karena itu, 
penyaksian yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum 
berakal tidak sah. Ini karena proses identifikasi masalah harus disertai 
dengan kemampuan memahaminya sehingga akal mempunyai peran utama 
dalam masalah ini.
134
 
Dalam hal ini, penulis lebih sepakat dengan pendapat Imam Syafi‟i, 
Abu Hanifah, dan Ahmad yang menolak secara mutlak kesaksian anak di 
bawah umur. Sebab sebagai seorang saksi memang diperlukan yang adil, 
berakal, dan dewasa. Jika salah satu dari sarat tersebut tidak terpenuhi, 
maka tidak bisa diambil keterangannya sebagai seorang saksi karena 
syarat-syarat sebagai seorang saksi tidak terpenuhi.  
Sebagaimana dalam kitab Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A‟immah 
dikatakan : 
 َدَْحَأَو يِعِفاّشلاو َةَف ْ يِنَح ِبَأ َدْنِع ِناَي ْ ب ِّصلا ُةَداَهَش ُلَبْق ُت َلاَو 
 
“Kesaksian anak-anak tidak dapat diterima. Demikian menurut 
pendapat Hanafi, Syafi‟i, dan Hambali.”135 
 
Penentuan kriteria balig juga didasarkan kepada hadis Nabi 
Muhammad SAW, sebagai berikut: 
 ِمِئاَّنلا ِنَع : ٍَةَثلاَث ْنَع ُمَلَقْلا َعُِفر َْوا ِهْو ُتْعَمْلا ِنَعَو َظِقْي َتْسَي َّتََّح َلَاق
 َّبِشَي َّتََّح ِْيِْغ َّصلا ِنَعَو َلِقْع َي َّتََّح ِنْو ُنْجَمْلا 
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"Diangkat pena dari tiga hal: orang yang tidur hingga bangun, 
orang yang tertimpa ayan, atau beliau bersabda: orang yang gila 
sampai sadar dan anak kecil sampai balig”.136 
 
Selain itu, anak di bawah umur juga belum cakap hukum, sehingga 
terhadap mereka belum bisa dikenai kewajiban-kewajiban hukum atau 
syara‟. Hal ini bisa dilihat bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak 
mendapat dosa karena meninggalkan sholat, puasa, dan kewajiban-
kewajian lain yang disyariatkan. Oleh sebab itulah, Penulis berpandangan 
bahwa terhadap anak di bawah umur tidak dapat didengar kesaksiannya, 
sebab jika mereka berbohong dalam memberikan kesaksiannya, maka 
terhadap mereka tidak bisa dikenakan hukuman atau mereka tidak berdosa 
atas kebohongannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat 
diambil 
1. Menurut Imam Malik, kesaksian anak-anak diperbolehkan dalam hal 
mengenai cedera mereka. Tidak diterima kesaksian mereka terhadap 
hal lain. Kesaksian anak-anak hanya diterima diantara mereka sendiri, 
jika mereka membuat kesaksian sebelum mereka meninggalkan 
tempat kejadian dan sebelum mereka bisa ditipu ataupun diajari. Jika 
mereka sudah meninggalkan tempat kejadian, mereka tidak dapat 
bersaksi kecuali mereka memanggil saksi-saksi yang adil untuk 
mendukung kesaksian mereka sebelum mereka pergi.    
2. Imam Malik menganggap bahwa amal (perbuatan) penduduk Madinah 
adalah sebagai salah satu sumber fiqih yang dijadikan sandarannya 
dalam berfatwa. Ini dikarenakan Madinah adalah kota sebagai tempat 
hijrah Nabi Muhammad saw. dan disanalah al-Qur‟an diturunkan dan 
diamalkan beserta para sahabat-sahabatnya, sehingga Imam Malik 
lebih mengutamakan amalan penduduk Madinah. Imam Malik 
 
 
berpedoman pada perbuatan para sahabat dan fuqaha Madinah, 
mereka menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiayaan sebagian 
mereka kepada sebagian yang lain. Inilah pendapat yang kuat. Hal itu 
disebabkan orang-orang dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam 
permainan mereka. Maka seandainya kesaksian anak-anak tidak 
diterima, tentulah hak-hak akan hilang dan diabaikan, padahal 
dimungkinkan dugaan yang kuat atau kepastian atas kebenaran 
mereka. Khususnya bila anak-anak berkumpul sebelum mereka 
berpisah dan pulang ke rumah mereka, sedang mereka menyampaikan 
berita yang sama, mereka dipisahkan di waktu menyampaikan 
kesaksian, dan kata-kata mereka sepakat bulat. Maka pada saat itu 
dugaan yang diperoleh dari kesaksian mereka lebih kuat dari dugaan 
yang diperoleh dari kesaksian dua orang laki-laki dewasa. 
B. Saran 
Penulisan skripsi ini bersifat kajian akademik terhadap pendapat 
Imam Malik mengenai kesaksian anak-anak. Alasan penulis melakukan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pendapat Imam Malik 
mengenai penetapan kesaksian anak-anak sebagai wacana bahan kajian 
bagi pembaca untuk bisa dijadikan diskusi yang memang perlu untuk lebih 
dipahami. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengandung maksud: 
pertama, kepada pembaca untuk dapat memikirkan maupun 
menginterpretasikan dan merenungkan kembali pendapat Imam Malik 
 
 
mengenai penetapan kesaksian anak-anak dalam perkara pidana. Kedua, 
pendapat Imam Malik mengenai kebolehan anak-anak menjadi saksi 
dalam perkara pidana, perlu dipertimbangkan dari aspek maslahatnya 
demi tercipta nuansa hukum yang bersih dari diskriminasi apapun. 
C. Penutup 
Demikian penyusunan skripsi ini. Disadari bahwa skripsi  ini masih 
jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan 
pembenahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saran konstruktif 
diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan penelitian ini. Masih 
banyak kekurangan dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan 
yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna di 
dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga hasil 
penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.  
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